ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

DI KOTA SURAKARTA by PRIHATININGSIH, ANA
 i 
ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 
DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH 






Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan 













HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING 
 
 
Skripsi dengan judul: 
 
 
ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 
DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH 







                                                                Surakarta, 6 Januari 2010 
                                                                  Disetujui dan diterima oleh 
                                           Pembimbing 
 
 
      Drs. Kresno Sarosa Pribadi, M.Si 





HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI 
 
 
Telah disetujui dan diterima dengan baik oleh tim penguji skripsi Fakultas 
Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta guna melengkapi tugas-tugas dan 






                                                                                       Surakarta,        Januari 2010 
   
 
Tim Penguji Skripsi 
1. Drs. Sutanto, M.Si        sebagai Ketua  (…………………….) 
    NIP. 19561129 198601 1 001 
2. Dr. JJ. Sarungu, M.S      sebagai Anggota/Penguji (…………………….) 
    NIP. 19510701 198010 1 001 
3. Drs. Kresno Sarosa P, M.Si     sebagai Pembimbing (…………………….) 








Laahaulawalaaquwwata Illaabillaahil'aliyyil 'adziim 
 
Di kala kita merasa lemah dan lelah, bermohonlah kepada Dzat Yang Maha Kuat dan Dzat 
Yang Tiada Pernah Merasa Lelah, niscaya kita kan diberi kekuatan 
 
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah 
keadaan diri mereka sendiri (Q. S. Ar-Ra'd: 11) 
 
… Barang siapa bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya dia bersyukur 


















Subhanallah Walhamdulillah Walaailaahaillallah Allahuakbar 
Laahaulawalaaquwwata Illaabillaahil'aliyyil 'adziim 
Syukur-ku hanya kepada Allah SWT atas segala kemurahan dan pertolongan-Nya 
 
 
Teruntuk Ayah dan Ibu, terimakasih buat segalanya 
Mba' Umi + Mas Pram, Mba' Ismi + Mas Yon, serta keponakan-keponakan kecilku, 'Irfan, 
Rizqi, Amalia, terimakasih atas dorongan, semangat dan bantuannya selama ini 
Sahabat dan Teman-temanku, terimakasih atas kebersamaannya 
Terkhusus buat Aditya Lesmitasari, SE,  teman seperjuanganku, akhirnya kita dapat 















 Syukur Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah 
menciptakan segala kebaikan dan memberi kesempatan kepada hamba-Nya untuk 
mencari dan menempuh jalan kebaikan, sehingga dengan rahmat-Nya pula penulis 
dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Analisis Kemampuan Keuangan 
Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Surakarta". Shalawat serta 
salam semoga senantiasa tercurah untuk Nabi Muhammad SAW, karena dengan 
perantara beliau-lah kita dapat mengenal indahnya Islam. 
Kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu tolok ukur dalam 
melihat berhasil atau tidaknya pelaksanaan otonomi di daerah. Untuk itu, analisis 
terhadapnya sangat diperlukan guna mengetahui kemampuan suatu daerah dalam 
membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahannya sendiri. Berdasar hal 
tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil tema ini. 
Dalam penulisan skripsi ini penulis memperoleh banyak dukungan serta 
bantuan dari berbagai pihak, dan oleh karenanya pada kesempatan ini penulis 
menyampaikan ucapan terimakasih kepada: 
1. Drs. Kresno Sarosa Pribadi, M.Si selaku Pembimbing Skripsi maupun Ketua 
Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Pembangunan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta yang dengan segala kearifan dan 
kesabarannya telah banyak memberikan arahan, motivasi bagi penulis 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
2. Prof. Dr. Bambang Sutopo, M.Com,Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi 




3. Izza Mafruhah, SE, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan 
Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
4. Segenap dosen dan staff karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
5. Bu Budi,Bu Hastuti dan Pak Kurniadi (DPPKA Kota Surakarta) atas 
bantuannya dalam pengumpulan data skripsi. 
6. Segenap staff dan petugas BPS Surakarta dalam penyediaan data yang 
diperlukan. 
7. Keluarga besarku atas pengorbanan, pengertian dan kasih sayangnya selama 
ini. 
8. Aditya Lesmitasari, SE, untuk semangat dan kebersamaannya dalam 
berjuang. 
9. Moh. Syafi'i dan Bandoro, terimakasih atas waktunya membenahi 
komputerku. 
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-per satu yang telah 
memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. 
Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna. Saran dan kritik 
yang membangun demi perbaikan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini 
dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait di masa kini dan mendatang. 
 
                                                                                           Surakarta,    Januari 2010 
 






                                                                                                         Halaman 
HALAMAN JUDUL…………………………………………………... i 
HALAMAN PERSETUJUAN………………………………………… ii 
HALAMAN PENGESAHAN…………………………………………. iii 
HALAMAN MOTTO…………………………………………………. iv 
HALAMAN PERSEMBAHAN……………………………………….. v 
KATA PENGANTAR…………………………………………………. vi 
DAFTAR ISI…………………………………………………………... viii 
DAFTAR TABEL……………………………………………………... x 
DAFTAR GAMBAR………………………………………………….. xiii 
ABSTRAK……………………………………………………………... xiv 
BAB I.      PENDAHULUAN………………………………………….. 1 
A. Latar Belakang Masalah……………………………... 1 
B. Perumusan Masalah………………………………….. 7 
C. Tujuan Penelitian…………………………………….. 7 
D. Manfaat Penelitian…………………………………… 8 
BAB II.     TELAAH PUSTAKA……………………………………… 9 
A.   Landasan Teori……………………………………….. 9 
1. Otonomi Daerah………………………………... 9 
2. Keuangan Daerah………………………………. 15 
a.  Pengertian Keuangan Daerah………….. 15 




c.   Asas Umum Keuangan Daerah………... 17 
d. Manajemen Keuangan Daerah………… 17 
e. Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah... 20 




g. Sumber Pendapatan Daerah…………… 29 
 ix 
h. Indikator Kinerja Keuangan Daerah…... 36 
B.     Hasil Penelitian Sebelumnya………………………… 40 
C.     Kerangka Pemikiran…………………………………. 44 
BAB III.    METODE PENELITIAN…………………………… 46 
A. Ruang Lingkup Penelitian………………………….... 46 
B. Jenis dan Sumber Data………………………………. 46 
C. Definisi Operasional Variabel………………………... 47 
D. Teknik Analisis Data…………………………………. 50 
BAB IV.   ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN………………… 57 
A. Gambaran Umum Daerah Penelitian………………… 57 
1. Kondisi Geografis……………………………... 57 
2. Kondisi Demografi…………………………….. 58 
3. Kondisi Ekonomi………………………………. 62 
B.     Analisis Data dan Pembahasan………………………. 66 
1. Analisis Deskriptif……………………………... 66 
a. Pertumbuhan APBD…………………… 66 
b. Kontribusi PAD terhadap APBD……… 67 
2. Analisis Kuantitatif……………………………. 68 
a. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)…… 68 
        b.         Derajat Otonomi Fiskal (DOF)................ 70 
                                    c.          Kebutuhan Fiskal (Fiscal Need)……….. 71 
                                    d.          Kapasitas Fiskal (Fiscal Capacity)…….. 72 
                                    e.          Upaya/Posisi Fiskal (Tax Effort)……….    73 
                                    f.           Rasio Efektivitas PAD………………… 75 
                                    g.           Indikator Kinerja Pajak dan Retribusi… 76 
h. Kemandirian Keuangan Daerah dan  
              Pola Hubungan………………………... 
 
85 
BAB V. PENUTUP………………………………………………….. 89 
A. Kesimpulan…………………………………………... 89 
B. Saran………………………………………………….. 94 





Tabel  Halaman 
1.1 Rasio PAD terhadap TPD di Kawasan Subosukawonosraten 
Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah…………………….. 
 
5 
1.2   Pola Hubungan dan Rata-rata Tingkat Kemandirian Daerah 
di Kawasan Subosukawonosraten Selama Kurun Waktu 
Tahun 1995/1996 sampai Tahun 2002……………………… 
 
6 
2.1 Rasio PAD Terhadap TPD di Kawasan 
SUBOSUKAWONOSRATEN Sebelum dan Sesudah 
Otonomi Daerah (Dalam Persen)…………………………… 
 
42 
2.2   Pola Hubungan dan Rata-rata Tingkat Kemandirian Daerah 
di Kawasan SUBOSUKAWONOSRATEN Selama Kurun 




3.1 Matriks Potensi Jenis Pajak atau Retribusi…………………. 
 
54 
3.2 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah….............. 
 
55 
4.1 Jumlah Penduduk Kota Surakarta Berdasarkan Jenis 
Kelamin Tahun 2003-2008………………………….............. 
 
58 
4.2 Penduduk Kota Surakarta Menurut Kelompok Umur dan 








4.4 Penduduk 5 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan di 
Kota Surakarta Tahun 2003-2008…………………………... 
 
60 
4.5 Banyaknya Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kota 
Surakarta tahun 2008…………………………....................... 
 
61 
4.6 Penduduk berumur 10 Tahun Ke Atas yang    Bekerja 
Menurut Lapangan Usaha di Kota Surakarta 2008…………. 
 
62 




4.8 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 
Kota Surakarta Tahun 2003-2008 (Juta Rupiah)……………. 
 
64 
4.9 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 
Kota Surakarta Tahun 2003-2008 (Juta Rupiah)……………. 
 
65 
4.10 Pertumbuhan APBD Kota Surakarta Tahun 2003-2008……. 
 
66 
4.11 Kontribusi PAD terhadap APBD Kota Surakarta…………... 
 
67 




4.13 Derajat Otonomi Fiskal Kota Surakarta Tahun 2003-2008… 
 
71 
4.14 Kebutuhan Fiskal (KbF) Se-Jawa Tengah dan Kota 




     72 








4.17 Rasio Efektivitas PAD Kota Surakarta Tahun 2003-2008….. 
 
75 








4.20 Pertumbuhan Pajak Kota Surakarta Tahun 2003-2008……... 
 
79 
4.21 Pertumbuhan Retribusi Kota Surakarta Tahun 2003-2008…. 
 
79 
4.22 Kontribusi Pajak Kota Surakarta Tahun 2003-2008………... 
 
80 
4.23 Kontribusi Retribusi Kota Surakarta Tahun 2003-2008……. 
 
81 
4.24 Matriks Potensi Jenis Pajak atau Retribusi…………............. 
 
83 
4.25 Matriks Potensi Pajak Kota Surakarta………………………. 
 
83 










4.28 Tingkat Kemandirian, Kemampuan Keuangan dan Pola 



























Gambar  Halaman 

























ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 
DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH 





Salah satu tolok ukur keberhasilan otonomi daerah adalah dengan melihat 
kemampuan keuangannya. Sehingga berdasarkan hal tersebut, penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah di Kota Surakarta 
beserta tingkat kemandiriannya. 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
analisis deskriptif dan kuantitatif. Adapun alat analisisnya adalah DDF, DOF, 
Kapasitas Fiskal, Kebutuhan Fiskal, Upaya/Posisi Fiskal, Rasio Efektivitas PAD, 
Indikator Kinerja Pajak dan Retribusi Daerah serta Rasio Kemandirian Daerah. 
Data yang digunakan merupakan data sekunder dari instansi pemerintah terkait, 
yakni mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam kurun 
waktu 2003-2008. 
Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa dari tahun 2003-2008 
pendapatan Kota Surakarta terus meningkat, tetapi peningkatan ini juga disertai 
dengan peningkatan jumlah belanja daerah (kecuali pada tahun 2004) sehingga 
pada akhirnya pada tahun 2008 terjadi defisit anggaran. Ini disebabkan karena 
prosentase peningkatan belanja lebih besar daripada prosentase peningkatan 
pendapatan daerah. Adapun jika dilihat dari hasil analisis kuantitatifnya, dapat 
disimpulkan bahwa Kota Surakarta belum mampu secara keuangan dalam 
membiayai sendiri kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. Ini 
terlihat dari masih rendahnya proporsi PAD terhadap TPD dari tahun 2003-2008, 
dengan rerata sebesar 15,56%. Perhitungan rasio kemandirian Kota Surakarta 
menunjukkan hasil rerata sebesar 20,52%. Hal tersebut menggambarkan bahwa 
Kota Surakarta memiliki pola hubungan instruktif, dimana ketergantungan 
finansial terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi. 
Berdasarkan hasil penelitian, secara umum dapat dikatakan bahwa 
kemampuan keuangan daerah Kota Surakarta masih sangat rendah (belum 
mandiri) dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Untuk itu diharapkan 
pemerintah daerah Kota Surakarta lebih mengoptimalkan upaya intensifikasi dan 
ekstensifikasi sumber-sumber PAD yang potensial, menciptakan daya tarik dan 
iklim yang kondusif bagi investor lokal maupun asing untuk menanamkan 
modalnya sehingga laju pertumbuhan ekonomi daerah dan PDRB meningkat. 
Selain itu Perusahaan Daerah (BUMD) hendaknya lebih profesional dalam 
malaksanakan tugasnya karena di sini BUMD berperan sebagai salah satu 
pemasok dana ke kas daerah. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan Kota 
 xv 
Surakarta dapat mewujudkan eksistensi kemandirian daerah khususnya dalam 
bidang fiskal. 
 
Key words:  DDF, DOF, Kapasitas Fiskal, Kebutuhan Fiskal, Upaya Fiskal, 
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One of measuring rod autonomous efficacy area is seenly its finance 
ability. So that pursuant to mentioned, this research aim to know the ability of 
area finance  Town Surakarta along with its independence storeylevel.Analysis 
method used in this research is quantitative and descriptive analysis method. As 
for its analyzer DDF, DOF, Fiscal Capacities, Fiscal Requirement, Strive/Fiscal 
position, Ratio of Effectiveness PAD, Indicator of Performance of Iease and Area 
Retribution and also Ratio of Area Independence. Data used represent the data 
sekunder from related/relevant governmental institution, namely the Revenue 
Plan and Area Expense ( APBD) in range of time 2003-2008. 
 Deriptive Analysis result indicate that from year 2003-2008 earnings of 
Town Surakarta increasing, but this improvement also accompanied with the 
make-up of the amount of area expense so that in the end in the year 2008 
happened by the budget deficit. This is caused by  the percentage of the make-up 
of bigger expense than percentage of the make-up of area earnings. As for if seen 
from quantitative analysis result , inferential that Town Surakarta not yet can 
monetaryly in defraying by self activity of governance management in its area. 
This seen from still lower of proportion PAD to TPD from year 2003-2008, with 
the average of equal to 15,56%. calculation of Ratio of independence of Town 
Surakarta show result of average of equal to 20,52%. The mentioned depict that 
Town Surakarta have the pattern of relation/link instruktif, where  finansial to 
central government still very high. 
 Pursuant to research result, in general can be said that  ability of 
finance of area of Town Surakarta still very low ( not yet self-supporting) in order 
to autonomous execution  area. Is for that expected by local government of Town 
Surakarta more optimal strive the intensification and ekstensifikasi of  source of 
potential PAD, creating fascination and climate which codusifto foreign and also 
local investor to inculcate its capital so that economic growth rate of area and 
PDRB mount. Besides Area Company ( BUMD) shall be more be professional in 
its  duty because here BUMD personating of fund to area cash. With the the 
efforts expected by Town Surakarta can realize the its  special district 
independence in the field of fiscal  
 Key Words: DDF, DOF, Fiscal Capacities, Fiscal Requirement, Fiscal Effort, 










A. Latar Belakang Masalah 
Otonomi daerah merupakan suatu langkah awal menuju 
pembangunan ekonomi nasional yang lebih berdaya tumbuh tinggi dengan 
memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat di daerah. Asas 
yang menjadi prinsip dasar otonomi adalah otonomi luas, nyata dan 
bertanggungjawab. Prinsip ini memperhatikan aspek demokrasi, 
partisipasi, adil dan merata dengan tetap memperhatikan potensi dan 
keragaman daerah. Berdasarkan asas tersebut, diharapkan otonomi daerah 
mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah. 
Kesejahteraan masyarakat memang menjadi tujuan utama dari kebijakan 
otonomi sebagaimana tuntutan pada saat reformasi digulirkan. Tujuan 
tersebut hanya dapat terwujud dengan adanya pembagian urusan 
pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. 
Otonomi daerah yang sudah berjalan 9 tahun ini telah mengalami 
berbagai upaya perbaikan yang ditunjukkan dengan berbagai perubahan 
dasar hukum yang melandasinya, mulai dengan Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang 
kemudian diperbarui melalui ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
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Pemerintahan Daerah. Dengan perubahan-perubahan tersebut telah 
membuktikan bahwa pembenahan sistem pemerintahan daerah terus 
berjalan dinamis seiring dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat. 
Diberlakukannya kedua perundang-undangan di atas telah 
menempatkan Pemerintah Daerah sebagai pelaku utama dalam 
implementasi kebijakan dan pembangunan ekonomi. Penyelenggaraan 
fungsi pemerintahan daerah tersebut akan dapat terlaksana secara optimal 
bila dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan 
pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan 
mengacu pada Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mana besarnya disesuaikan 
dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan 
daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada urusan pemerintah 
yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. 
Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang 
antara lain berupa: kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai 
dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan 
mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan 
bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan 
dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan daerah dan 
mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-
sumber pembiayaan. Dengan pengaturan tersebut pada dasarnya 
pemerintah menerapkan prinsip money follow function/uang mengikuti 
fungsi. 
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Agar implementasi otonomi daerah dapat berhasil dengan baik 
paling tidak ada 5 (lima) strategi yang harus diperhatikan, yaitu (Rasyid 
dan Paragoan dalam Eko W. Suwardyono, dkk dalam Mulyanto, 2001): (i) 
Self Regular Power, dalam arti kemampuan mengatur dan melaksanakan 
OTDA demi kepentingan masyarakat di daerahnya; (ii) Self Modifying 
Power, berupa kemampuan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah 
ditetapkan secara nasional sesuai dengan kondisi daerah, termasuk 
terobosan inovatif kearah kemajuan dalam menyikapi potensi daerah; (iii) 
Creating Local Political Support, dalam arti penyelenggaraan 
pemerintahan daerah yang mempunyai legitimasi kuat dari masyarakatnya, 
baik pada posisi Kepala Daerah sebagai eksekutif maupun DPRD sebagai 
pemegang kekuasaan legislatif; (iv) Managing Finansial Resources, dalam 
arti mampu mengembangkan kompetensi dalam mengelola secara optimal 
sumber penghasilan dan keuangan guna pembiayaan aktivitas 
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat; serta (v) 
Developing Brain Power, dalam arti membangun SDM (Sumber Daya 
Manusia) yang handal dan selalu bertumpu pada kapabilitas 
menyelesaikan masalah. 
Sedang menurut Kaho (1997) dalam Mulyanto (2001), ada 4 
(empat) faktor yang secara umum juga akan menentukan keberhasilan 
pelaksanaan OTDA di Indonesia, yaitu: (i) faktor manusia sebagai subjek 
penggerak (faktor dinamis) dalam penyelenggaraan OTDA; (ii) faktor 
keuangan yang merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya 
aktivitas pemerintahan daerah; (iii) faktor peralatan yang merupakan 
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sarana pendukung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah; 
(iv) faktor organisasi dan manajemen. 
Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi 
menurut E. Koswara (2000) dalam Abdul Halim (2004) adalah terletak 
pada kemampuan keuangan daerahnya. Ini berarti daerah otonom harus 
memiliki kewenangan dan kemampuan optimal untuk menggali sumber-
sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan 
pemerintah pusat harus diupayakan seminimal mungkin. 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan 
otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan suatu daerah dalam bidang 
keuangan. Aspek keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk 
dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah 
tangganya sendiri. Kemampuan daerah yang dimaksud adalah sampai 
sejauh mana daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna 
membiayai kebutuhan keuangan daerahnya tanpa harus menggantungkan 
diri pada bantuan dana dari pemerintah pusat/pemerintah daerah yang 
lebih tinggi. 
Untuk itulah, peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan 
guna mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan 
besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat 
dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang 
memberikan gambaran statisitik perkembangan anggaran dan realisasi, 
baik penerimaan maupun pengeluaran dan analisa terhadapnya merupakan 
informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam 
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pengelolaan keuangan daerah dan melihat kemampuan atau tingkat 
kemandirian daerah. 
Arif Rahman Hakim dalam Dinamika (Jurnal Ekonomi 
Pembangunan FE-UNS 2005) membuat tulisan dengan judul "Evaluasi 
Kemandirian dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Wilayah 
Subosukawonosraten Propinsi Jawa Tengah (Tinjauan Keuangan 
Daerah)". Dalam mengevaluasi kemampuan keuangan suatu daerah 
khususnya mengenai tingkat kemandiriannya, secara umum alat analisis 
yang digunakan adalah rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) serta rasio PAD terhadap 
Bantuan, Sumbangan dan Pinjaman. Dengan alat analisis tersebut, hasil 
yang dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Arif Rahman Hakim 
dengan menggunakan data sekunder tahun 1995-2002 adalah sebagai 
berikut: 
Tabel 1.1 Rasio PAD terhadap TPD di Kawasan Subosukawonosraten 
Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah 
Kab./Kota PAD/TPD (%) 
Sebelum Otda Sesudah Otda 
Surakarta 24,08 16,75 
Boyolali 14,29 7,19 
Sukoharjo 14,32 6,99 
Karanganyar 14,90 7,27 
Wonogiri 14,73 6,09 
Sragen 16,59 7,09 
Klaten 13,79 4,46 
Rerata 16,10 7,98 
Sumber: Arif Rahman Hakim. 2005. "Evaluasi Kemandirian Daerah 
Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi daerah Wilayah 
Subosukawonosraten Propinsi Jawa Tengah (Tinjauan Keuangan 
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Daerah)". Dinamika-Jurnal Ekonomi Pembangunan FE-UNS 
Vol. 1, No.1, 61-72. 
 
 
Tabel 1.2  Pola Hubungan dan Rata-rata Tingkat Kemandirian 
Daerah di Kawasan Subosukawonosraten Selama Kurun 
Waktu Tahun 1995/1996 sampai Tahun 2002 
 
Kab./Kota Kemandirian (%) Kemampuan Pola Hub. 
Surakarta 42,91 Rendah Konsultatif 
Boyolali 16,82 Rendah Sekali Instruktif 
Sukoharjo 19,66 Rendah Sekali Instruktif 
Karanganyar 18,35 Rendah Sekali Instruktif 
Wonogiri 18,14 Rendah Sekali Instruktif 
Sragen 20,92 Rendah Sekali Instruktif 
Klaten 18,99 Rendah Sekali Instruktif 
Sumber: Arif Rahman Hakim. 2005. "Evaluasi Kemandirian Daerah 
Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi daerah Wilayah 
Subosukawonosraten Propinsi Jawa Tengah (Tinjauan Keuangan 
Daerah)". Dinamika-Jurnal Ekonomi Pembangunan FE-UNS 
Vol. 1, No.1, 61-72. 
 
Dari kedua tabel tersebut di atas terlihat bahwa bahwa rata-rata 
rasio PAD terhadap TPD maupun tingkat kemandirian Kota Surakarta 
lebih tinggi dibandingkan daerah lain di wilayah eks-karesidenan 
Surakarta, meski kemampuan keuangannya masih termasuk dalam 
kategori rendah dan mempunyai pola hubungan Konsultatif terhadap 
pemerintah pusat. Ini menunjukkan bahwa campur tangan pemerintah 
pusat terhadap pemerintah daerah Kota Surakarta sudah mulai berkurang 
karena Kota Surakarta dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan 
otonomi daerah. 
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Untuk itu penulis ingin melanjutkan analisis mengenai 
kemampuan keuangan daerah Kota Surakarta dalam pelaksanaan otonomi 
daerah, apakah masih tergolong dalam kategori rendah dan mempunyai 
pola hubungan Konsultatif ataukah terdapat peningkatan atau bahkan 
penurunan. Berangkat dari latar belakang tersebut, maka studi ini akan 
mengkaji “Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan 
Otonomi Daerah Di Kota Surakarta”. 
B. Perumusan Masalah 
Guna mencapai keberhasilan otonomi daerah maka diperlukan 
kesiapan pemerintah daerah di segala bidang, terutama kesiapan sumber 
daya manusia yang mampu menjawab tantangan-tantangan dalam 
pelaksanaan otonomi daerah untuk memberdayakan potensi daerah yang 
ada sehingga dari segi keuangan yang merupakan unsur utama dalam 
menjalankan pemerintahan daerah dapat dicapai kemandirian. 
Berdasar hal tersebut maka perumusan masalah dalam penelitian 
ini adalah: 
1. Bagaimana kemampuan keuangan daerah Kota Surakarta dalam 
pelaksanaan otonomi daerah khususnya pada tahun 2003-2008, jika 
ditinjau dari indikator  Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), Derajat 
Otonomi Fiskal (DOF), Kapasitas Fiskal, Kebutuhan Fiskal, 
Upaya/Posisi Fiskal, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
serta Indikator Kinerja Pajak dan Retribusi Daerah? 
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2. Bagaimana tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Surakarta pada 
tahun 2003-2008 dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah 
yang diukur dengan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Pola 
Hubungannya? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah Kota Surakarta dalam 
pelaksanaaan otonomi daerah khususnya pada tahun 2003-2008, jika 
ditinjau dari indikator  Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), Derajat 
Otonomi Fiskal (DOF), Kapasitas Fiskal, Kebutuhan Fiskal, 
Upaya/Posisi Fiskal, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
serta Indikator Kinerja Pajak dan Retribusi Daerah. 
2. Untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah Kota 
Surakarta pada tahun 2003-2008 dalam membiayai penyelenggaraan 
otonomi daerah yang diukur dengan Rasio Kemandirian Keuangan 
Daerah dan Pola Hubungannya. 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Bagi peneliti, dapat menambah khasanah pengetahuan tentang 
kemampuan keuangan daerah dan seberapa besar tingkat kemandirian 
daerah khususnya di Kota Surakarta. 
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2. Bagi Pemerintah Daerah Kota Surakarta, dapat digunakan sebagai 
bahan pertimbangan dan masukan dalam penyusunan kebijakan 
pembangunan terkait dengan pengelolaan keuangan dalam upaya 
peningkatan kemandirian daerah. 
3. Bagi pihak lain, dapat memberikan informasi tambahan khususnya 
bagi pihak berkepentingan dalam pengembangan penelitian lebih 








































A. Landasan Teori 
1. Otonomi Daerah 
Secara etimologis, kata otonomi berasal dari bahasa latin: 
auto berarti sendiri dan nomein berarti peraturan, atau undang-undang. 
Maka autonom berarti mengatur sendiri, atau memerintah sendiri, atau 
dalam arti luas adalah hak untuk mengatur dan mengurus rumah 
tangga daerah sendiri (Winarna Surya Adi Subrata, 2003). Menurut 
pasal 1 UU No. 32 Tahun 2004, Otonomi Daerah adalah hak, 
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan 
yang dimaksud dengan Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Kaho (1998) dalam Safi’i (2007) mengemukakan bahwa yang 
dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah hak dan wewenang untuk 
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Urusan rumah 




dibiayai dengan pendapatan daerah yang bersangkutan. Sedangkan 
menurut Ateng Safrudin dalam Winarna Surya Adi Subrata (2003), 
istilah otonomi mempunyai makna kebebasan atas kemandirian tetapi 
bukan kemerdekaan, artinya kebebasan yang terbatas, kebebasan yang 
harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah yang lebih tinggi 
(pemerintah pusat). Jadi secara umum otonomi daerah itu mencakup 
tiga pengertian: 
a. Hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. 
b. Wewenang untuk mengatur daerah sendiri. 
c. Kewajiban untuk mengatur rumah tangga sendiri. 
Produk perundang-undangan yang mengatur otonomi daerah 
di Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 2004 adalah 
sebagai berikut (Winarna Surya Adi Subrata, 2003): 
a. UU No. 1 Tahun 1945 
b. UU No. 22 Tahun 1948 
c. UU No. 1 Tahun 1957 
d. Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959 
e. Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1960 
f. UU No. 18 Tahun 1965 
g. UU No. 5 Tahun 1974 
h. UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa 
i. UU No. 22 Tahun 1999 
j. UU No. 25 Tahun 1999 
k. UU No. 32 Tahun 2004 
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l. UU No. 33 Tahun 2004 
Kebijakan pemberian otonomi daerah merupakan langkah 
strategis dalam dua hal. Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi 
merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa 
ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan 
pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah 
pembangunan sumber daya manusia. Kedua, otonomi daerah dan 
desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk 
menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis 
perekonomian daerah. (Mardiasmo, 2002). 
Adapun tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah 
adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (public service) dan 
memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga visi 
utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu: (1) 
meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan 
kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektifitas 
pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan 
menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi 
dalam proses pembangunan. (Mardiasmo, 2002) 
Smith (1985) dalam Analisa CSIS yang ditemukan oleh 
Syarif Hidayat (Abdul Halim, 2004) membedakan tujuan otonomi 
daerah berdasarkan dari dua sisi kepentingan, yaitu kepentingan 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dari kepentingan 
Pemerintah Pusat tujuan utamanya adalah pendidikan politik, pelatihan 
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kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik dan mewujudkan 
demokratisasi sistem pemerintah di daerah. Sementara bila dilihat dari 
sisi kepentingan Pemerintah Daerah ada tiga tujuan yaitu: 
a. Untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai political equality, 
artinya melalui otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka 
kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai 
aktivitas politik di tingkat lokal atau daerah. 
b. Untuk menciptakan local accountability, artinya dengan otonomi 
akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam 
memperhatikan hak-hak masyarakat. 
c. Untuk mewujudkan local responsiveness, artinya dengan otonomi 
daerah diharapkan akan mempermudah antisipasi terhadap 
berbagai masalah yang muncul sekaligus meningkatkan akselerasi 
pembangunan sosial dan ekonomi daerah. 
Selanjutnya jika dilihat dari tujuan otonomi daerah menurut 
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, pada dasarnya pemberian 
otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat 
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 
pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui 
otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing 
dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, 
keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman 
daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi 
seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan 
mengatur semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan 
pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Daerah memiliki 
kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, 
peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang 
bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. (Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004). 
Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip 
ekonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata 
adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan 
dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang 
senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan 
berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Adapun yang 
di maksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi 
yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan 
tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk 
memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat 
yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. 
Mudrajad Kuncoro (2000) mengemukakan bahwa titik tolak 
desentralisasi di Indonesia adalah Daerah Tingkat II (Dati II) dengan 
dasar pertimbangan: pertama, dari dimensi politik, Dati II dipandang 
kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga resiko gerakan 
separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif 
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minim. Kedua, dari dimensi administratif, penyelenggaraan 
pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih 
efektif. Ketiga, Dati II merupakan daerah  “ujung tombak” 
pelaksanaan pembangunan, sehingga Dati II-lah yang lebih tahu 
kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya. Pada gilirannya, yang 
terakhir ini dapat meningkatkan local accountability Pemerintah 
Daerah terhadap rakyatnya. Atas dasar itulah prinsip otonomi yang 
dianut, yaitu otonomi yang nyata dan bertanggung jawab diharapkan 
dapat lebih mudah direalisasikan.  
Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan 
tujuan yang hendak dicapai, pemerintah pusat wajib melakukan 
pembinaan berupa pemberian pedoman, arahan, bimbingan, pelatihan, 
supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan, serta evaluasi dalam 
penelitian, pengembangan, perencanaan, dan pengawasan pelaksanaan 
otonomi daerah. Bersama itu, pemerintah wajib memberikan fasilitas, 
seperti pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada 
daerah agar otonomi  dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian 
fasilitas tersebut salah satunya adalah melalui penataan kembali 
keuangan daerah. (Sony Yuwono, dkk, 2008) 
2.  Keuangan Daerah 
a. Pengertian Keuangan Daerah 
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban 
daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 
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dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk 
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah 
tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Pasal 1 ayat 5 PP No. 58 Tahun 2005 dalam Abdul Halim, 
2007). Keuangan Daerah dapat juga diartikan sebagai semua hak 
dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga dengan segala 
satuan, baik yang berupa uang maupun barang, yang dapat 
dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum di miliki/dikuasai oleh 
negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai 
ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku. (Mamesa, 1995 
dalam Abdul Halim, 2007) 
Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa dalam 
keuangan daerah terdapat dua unsur penting yaitu : 
1) Semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak 
daerah, retribusi daerah dan/atau penerimaan dan sumber-
sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku merupakan 
penerimaan daerah sehingga menambah kekayaan daerah; 
2) Kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar 
atau sehubungan adanya tagihan kepada daerah dalam rangka 
pembiayaan rumah tangga daerah serta pelaksanaan tugas 
umum dan tugas pembangunan oleh daerah yang bersangkutan. 
b. Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah 
Dasar hukum  pengelolaan keuangan daerah adalah: 
1) UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. 
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2) UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara. 
3) UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara. 
4) UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional. 
5) UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. 
6) UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah. 
7) PP No. 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. 
8) PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 
9) Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah. 
c. Asas Umum Keuangan Daerah 
Berdasarkan pasal 66 UU No. 33/2004, asas umum 
pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut: 
1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan 
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, 
dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, 
kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. 
2) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 
3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, 
alokasi, dan distribusi. 
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4) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun 
anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD. 
5) Surplus APBD dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran 
daerah tahun anggaran berikutnya. 
6) Penggunaan surplus APBD dimaksudkan untuk membentuk 
dana cadangan atau penyertaan dalam perusahaan daerah harus 
memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPRD. 
d. Manajemen Keuangan Daerah 
Guna mewujudkan keuangan daerah yang transparan dan 
akuntabel, dibutuhkan pengelolaan dengan suatu sistem 
manajemen keuangan yang jelas dan berdaya guna. Manajemen 
merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 
pengkoordinasian, dan pengawasan usaha-usaha para anggota 
organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari pengertian tersebut, 
jelas bahwa manjemen mempunyai empat fungsi dasar, yaitu 
perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. 
Konsep dasar dari manajemen tersebut dapat diaplikasikan dalam 
berbagai jenis organisasi, termasuk lingkungan organisasi sektor 
publik tidak terkecuali dalam pengelolaan keuangan daerah. 
Beberapa prinsip penting manajemen keuangan daerah 
yaitu: (Sonny Yuwono, dkk, 2008)  
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 Taat pada peraturan perundang-undangan, dengan maksud 
bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada 
peraturan perundang-undangan. 
 Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target 
yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan 
keluaran dengan hasil. 
 Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum 
dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah 
untuk mencapai keluaran tertentu. 
 Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas 
dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah. 
 Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang 
memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan 
mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan 
daerah. 
 Bertanggungjawab merupakan wujud dari kewajiban seseorang 
untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan 
pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang 
dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang 
telah ditetapkan. 
 Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan 
pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan 
kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif. 
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 Kepatutan adalah tindakan atau suatau sikap yang dilakukan 
dengan wajar dan proporsional. 
 Manfaat maksudnya keuangan daerah diutamakan untuk 
pemenuhan kebutuhan masyarakat. 
Secara garis besar, manajemen keuangan daerah dapat 
dibagi menjadi dua bagian, yaitu manajemen penerimaan daerah 
dan manajemen pengeluaran daerah. Evaluasi terhadap pengelolaan 
keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan daerah 
mempunyai implikasi yang sangat luas. Kedua komponen tersebut 
akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah 
dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. (Mardiasmo, 2002) 
e.  Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah 
Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan 
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. 
(PP 58/2005, pasal 1 dalam Abdul Halim dan Theresia Damayanti, 
2007) 
Pengelolaan keuangan daerah menganut prinsip 
transparansi, akuntabilitas, dan value for money. Transparansi 
merupakan wujud adanya keterbukaan dalam proses perencanaan, 
penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah. Dalam prinsip ini, 
anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk 
mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan 
kepentingan bersama, terutama pemenuhan kebutuhan hidup 
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masyarakat. Adapun prinsip akuntabilitas terkait dengan 
pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses 
penganggaran, mulai dari perencanaan, penyusunan, hingga 
pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan 
dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. 
Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran 
tersebut tetapi juga berhak menuntut pertanggungjawaban atas 
rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Sedangkan prinsip 
value for money menerapkan prinsip ekonomi, efisiensi, dan 
efektifitas dalam proses penganggaran. Ekonomi berkaitan dengan 
pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas 
tertentu dengan harga yang paling murah. Efisiensi berarti bahwa 
dalam penggunaan dana masyarakat (public money) harus 
menghasilkan output yang maksimal (berdayaguna). Selanjutnya, 
efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran harus mencapai 
target atau tujuan yang menyangkut kepentingan publik. (Sonny 
Yuwono, dkk, 2008)  
Prinsip-prinsip lain yang juga dianut dalam pengelolaan 
keuangan daerah, seperti yang tercantum dalam pasal 67 UU No. 
33/2004 adalah sebagai berikut: 
1) Peraturan daerah tentang APBD merupakan dasar bagi 
pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan 
pengeluaran daerah. 
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2) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat 
pada pengeluaran atas beban APBD, jika anggaran untuk 
mendanai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup 
tersedia. 
3) Semua pengeluaran daerah, termasuk subsidi, hibah, dan 
bantuan keuangan lainnya yang sesuai dengan program 
pemerintah daerah didanai melalui APBD. 
4) Keterlambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan 
pelaksanaan APBD dapat mengakibatkan pengenaan denda 
dan/atau bunga. 
5) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan 
pemerintahan dan kemampuan keuangan daearah. 
6) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-
sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam 
Peraturan Daerah tentang APBD. 
7) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan 
surplus tersebut dalam Peraturan daerah tentang APBD. 
Sonny Yuwono, dkk (2008) mengemukakan bahwa 
terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, agar terwujud tata 
kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, diperlukan suatu 
proses pengawasan dan pengendalian pengelolaan dalam proses 
perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. 
Proses ini diperlukan agar keseluruhan tahapan siklus pengelolaan 
keuangan daerah tersebut dapat berjalan dengan baik sehingga 
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penyimpangan atau kesalahan dapat dihindari atau diminimalisasi. 
Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah 
proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan 
berjalan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Pengawasan yang dilaksanakan oleh 
pemerintah terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan 
dan utamanya terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala 
daerah. 
Fungsi pembinaan dalam pengelolaan keuangan daerah 
berdasar pasal 130 PP No. 58/2005 dan pasal 309 Permendagri No. 
13/2006 disebutkan bahwa pembinaan dalam pengelolaan 
keuangan daerah meliputi pemberian pedoman, bimbingan, 
supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan 
pengembangan. 
● Pemberian pedoman mencakup perencanaan dan penyusunan 
APBD, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi keuangan 
daerah, pertanggungjawaban keuangan daerah, pemantauan dan 
evaluasi, serta kelembagaan pengelolaan keuangan daerah. 
● Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi mencakup 
perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan, 
penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah, serta 
pertanggungjawaban keuangan daerah yang dilaksanakan 
secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik secara 
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menyeluruh kepada seluruh daerah maupun kepada daerah 
tertentu sesuai kebutuhan. 
● Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan secara berkala bagi 
kepala daerah atau wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota 
DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah serta 
kepada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. 
● Penelitian dan pengembangan dilaksanakan secara berkala atau 
pun sewaktu-waktu dengan memperhatikan susunan 
pemerintahan. 
Secara ringkas, dalam sistem pengelolaan keuangan 
daerah terdapat tiga siklus utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
dan pengendalian. Pada tahap perencanaan, input yang digunakan 
adalah aspirasi masyarakat melalui musrenbang yang dilakukan 
oleh DPRD dan pemerintah daerah sebagai cikal bakal keterlibatan 
masyarakat dalam menentukan arah dan kebijakan strategis yang 
akhirnya memberi payung dan arah bagi suatu APBD. Dari 
musrenbang tersebut dihasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD) yang kemudian dijabarkan dalam usulan kegiatan/aktivitas 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan diproses dengan 
Standar Analisis Belanja (SAB) sehingga setiap aktivitas yang 
diusulkan dapat mencerminkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan hasil 
yang telah ditetapkan. Selain itu, anggaran yang diusulkan juga 
harus mencerminkan (anggaran) kinerja karena telah diproses 
dengan menekankan aspek kinerja. Pada tahap pelaksanaan, input 
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yang digunakan adalah APBD yang sudah ditetapkan untuk 
kemudian dilaksanakan dan dicatat melalui sistem akuntansi guna 
menghasilkan laporan pelaksanaan APBD, baik berupa laporan 
semesteran maupun tahunan sebagai laporan pertanggungjawaban 
kepala daerah. Sedangkan pada tahap pengendalian, meliputi 
penyampaian laporan pertanggungjawaban kepala daerah kepada 
DPRD, proses evaluasi laporan pertanggungjawaban, serta 
keputusan evaluasi berupa penerimaan atau penolakan laporan 
pertanggungjawaban. (Sonny Yuwono, 2008) 
f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Guna menunjukkan alokasi sumber daya manusia, 
material, dan sumber daya lainnya secara sistematis dan akuntabel, 
diperlukan suatu rencana keuangan yang andal dan terwujud dalam 
suatu penganggaran. Selain sebagai alat ukur dan 
pertanggungjawaban kinerja pemerintah, sistem penganggaran 
yang dikembangkan oleh pemerintah berfungsi sebagai pengendali 
keuangan, rencana manajemen, prioritas penggunaan dana, dan 
pertanggungjawaban kepada publik. Terkait dengan rencana 
manajemen, sistem penganggaran berfungsi sebagai suatu metode 
penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya 
yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang 
dihasilkan dimana manfaat tersebut dideskripsikan melalui 
seperangkat sasaran dan dituangkan dalam target kinerja pada 
setiap unit kerja. Untuk mengidentifikasi keterkaitan biaya dengan 
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manfaat serta keterkaitan antara nilai uang dan hasil di tingkat 
pemerintahan daerah, pemerintah daerah menuangkan 
penganggaran tersebut dalam suatu rencana keuangan yang dikenal 
dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan 
berdasarkan peraturan daerah tentang APBD yang disetujui oleh 
DPRD. Menurut pasal 16 Permendagri No. 13/2006 (dalam Sonny 
Yuwono, 2008), APBD memiliki fungsi sebagai berikut: 
1) Otorisasi; anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan 
pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. 
2) Perencanaan; anggaran daerah menjadi pedoman bagi 
manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang 
bersangkutan. 
3) Pengawasan; anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai 
apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sudah 
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 
4) Alokasi; anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan 
lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan 
sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas 
perekonomian. 
5) Distribusi; kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan 
rasa keadilan dan kepatutan. 
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6) Stabilisasi; anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk 
memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental 
perekonomian daerah. 
Sonny Yuwono (2008) mengemukakan, jika keuangan 
daerah (APBD) dapat dikatakan sebagai jantung pengelolaan 
lembaga pemerintahan daerah, maka pengelolaan APBD 
merupakan denyut nadi yang merefleksikan dinamika keuangan 
daerah sekaligus merupakan bagian integral dari sistem keuangan 
Negara sebagaimana diatur dalam UU No. 17/2003. Dalam UU 
No. 32/2004 juga disebutkan bahwa pengelolaan APBD 
merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pengelolaan 
pemerintah daerah. Mengingat bahwa salah satu sumber pendanaan 
APBD berasal dari APBN, maka proses penyusunan APBD diatur 
dalam UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah yang penjabarannya diatur dalam PP 
No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP terkait 
lainnya. 
Arti penting anggaran daerah dapat dilihat dari aspek-
aspek berikut ini: (Abdul Halim dan Theresia Damayanti, 2007) 
1) Anggaran merupakan alat bagi pemerintah daerah untuk 
mengarahkan dan menjamin kesinambungan pembangunan 
serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 
2) Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan 
masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang sedangkan 
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sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena 
adanya masalah keterbatasan sumber daya (scarcity of 
resources), pilihan (choice) dan trade offs. 
Berdasar Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa 
struktur APBD terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 
● Pendapatan Daerah 
Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui 
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 
bersangkutan (UU No. 33/2004 pasal 1). Pendapatan daerah 
dalam struktur APBD dikelompokkan atas Pendapatan Asli 
Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan 
yang sah. 
● Belanja Daerah 
Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui 
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 
anggaran yang bersangkutan. (UU No. 33/2004 pasal 1). 
Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
propinsi/kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib, urusan 
pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau 
bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang 
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ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam 
penyelenggaraan belanja, urusan wajib diprioritaskan untuk 
melindungi dan meningkatkan kuaitas kehidupan masyarakat 
sebagai upaya pemenuhan kewajiban daerah yang diwujudkan 
dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, 
kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta 
mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas 
kehidupan masyarakat tersebut diwujudkan melalui prestasi 
kinerja dalam pencapaian standar minimal sesuai peraturan 
perundang-undangan. 
● Pembiayaan Daerah 
Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibiayai 
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, 
baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-
tahun anggaran berikutnya (UU No. 33/2004 pasal 1). 
Pembiayaan daerah bersumber dari: sisa lebih perhitungan 
anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan, hasil 
penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pinjaman 
daerah. 
g. Sumber Pendapatan Daerah 
Pendapatan daerah, sebagaimana yang telah didefinisikan 
sebelumnya, mempunyai makna sebagai hak pemerintah daerah 
yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode 
tahun bersangkutan. Sumber pendapatan daerah diperoleh dari: 
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1)  Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan 
yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan 
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD 
terdiri dari: 
a) Pajak Daerah 
Ketentuan mengenai pajak daerah ditetapkan dengan 
Undang-undang. Sedangkan penetuan tarif dan tata cara 
pemungutan pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
b) Retribusi Daerah 
Sebagaimana pajak daerah, ketentuan mengenai retribusi 
daerah juga ditetapkan dengan Undang-Undang. 
Sementara penentuan tarif dan tata cara pemungutan 
retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, 
dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup: bagian 
laba atas penyertaan modal baik pada perusahaan milik 
daerah/BUMD, perusahaan milik pemerintah/BUMN, 
maupun pada perusahaan milik swasta atau kelompok 
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usaha masyarakat. Ketentuan mengenai hasil pengelolaan 
kekayaan daerah yang dipisahkan ditetapkan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 
d) Lain-lain PAD yang Sah 
Lain-lain PAD yang sah meliputi: hasil penjualan 
kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; 
pendapatan bunga; keuntungan selisih nilai tukar rupiah 
terhadap mata uang asing; serta komisi, potongan, 
ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan 
dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. 
2) Dana Perimbangan 
Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber 
dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah 
untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi. Sumber dana yang berasal dari pos Dana 
Perimbangan terdiri dari: 
a) Dana Bagi Hasil 
Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari 
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah 
berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan 
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 
Dana Bagi Hasil bersumber dari: pajak, yang terdiri atas 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak 
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atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak  
Penghasilan (PPH); serta bersumber dari Sumber Daya 
Alam (bukan pajak) yang berasal dari hasil kehutanan, 
pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak 
bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas 
bumi. 
Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB 
dibagi antara daerah propinsi, daerah kabupaten/kota dan 
pemerintah dengan pembagian sebagai berikut: 
- Penerimaan negara dari PBB dibagi dengan imbangan 
10% (sepuluh persen) untuk pemerintah pusat dan 
90% (sembilan puluh persen) untuk daerah. 
- Penerimaan negara untuk BPHTB dibagi dengan 
imbangan 20% (dua puluh persen) untuk pemerintah 
pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah. 
- 10% (sepuluh persen) penerimaan PBB dan 20% (dua 
puluh persen) penerimaan BPHTB yang menjadi 
bagian pemerintah pusat, dibagikan kepada seluruh 
kabupaten dan kota. 
Adapun Dana Bagi Hasil yang berasal dari Sumber Daya 
Alam (bukan pajak) ditetapkan sebagai berikut: 
- Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor 
kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak 
Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Propinsi Sumber 
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Daya Hutan (PSDH), sektor pertambangan umum, 
sektor perikanan serta sektor pertambangan panas 
bumi dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh 
persen) untuk pemerintah pusat dan 80% (delapan 
puluh persen) untuk daerah. 
- Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor 
kehutanan yang berasal dari dana reboisasi dibagi 
dengan imbangan 60% (enam puluh persen) untuk 
pemerintah pusat dan 40% (empat puluh persen) 
untuk daerah. 
- Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor 
pertambangan minyak bumi (setelah dikurangi 
komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan), dibagi dengan 
imbangan 84,5% (delapan puluh empat setengah 
persen) untuk pemerintah pusat dan 15,5% (lima belas 
setengah persen) untuk daerah. 
- Penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor 
pertambangan gas bumi (setelah dikurangi komponen 
pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan), dibagi dengan imbangan 
69,5% (enam puluh sembilan setengah persen) untuk 
pemerintah pusat dan 30,5% (tiga puluh setengah 
persen) untuk daerah. 
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b) Dana Alokasi Umum (DAU) 
Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber 
dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan 
pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk 
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi. Ketentuan mengenai DAU dapat 
dijabarkan sebagai berikut: 
- Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-
kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari 
Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan 
dalam APBN. 
Pendapatan Dalam Negeri Neto adalah penerimaan 
negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak 
setelah dikurangi dengan penerimaan Negara yang 
dibagihasilkan kepada daerah. 
- DAU untuk suatu daerah propinsi dihitung 
berdasarkan perkalian bobot daerah propinsi yang 
bersangkutan dengan jumlah DAU untuk seluruh 
daerah propinsi. 
Bobot daerah propinsi merupakan perbandingan 
antara celah fiskal daerah propinsi yang bersangkutan 
dan total celah fiskal seluruh daerah propinsi. 
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- DAU untuk suatu daerah kabupaten/kota dihitung 
berdasarkan perkalian bobot daerah kabupaten/kota 
dengan jumlah DAU untuk seluruh kabupaten/kota. 
Bobot daerah kabupaten/kota merupakan 
perbandingan antara celah fiskal daerah 
kabupaten/kota yang bersangkutan dan total fiskal 
seluruh daerah kabupaten/kota. 
Celah fiskal daerah (baik propinsi maupun 
kabupaten/kota) adalah kebutuhan fiskal dikurangi 
dengan kapasitas fiskal daerah. 
Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan 
pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan 
dasar umum. 
Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan 
daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil. 
c) Dana Alokasi Khusus (DAK) 
Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang 
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan 
kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu 
mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah 
dan sesuai dengan prioritas nasional. 
Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi 
kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. 
 36 
Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan 
kemampuan keuangan daerah dalam APBD. Kriteria 
khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan 
perundang-undangan dan karakteristik daerah. Sedangkan 
kriteria teknis ditetapkan oleh kementrian 
negara/departemen teknis. 
3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan 
seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana 
perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain 
pendapatan yang ditetapkan pemerintah. 
- Hibah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari 
pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, 
badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga 
dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk 
devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk 
tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar dibayar 
kembali. 
- Dana Darurat adalah dana yang bersumber dari APBN 
yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami 





h. Indikator Kinerja Keuangan Daerah 
Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom 
mampu berotonomi adalah terletak pada kemampuan keuangan 
daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya 
dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat yang 
mempunyai proporsi semakin kecil. Oleh karena itu, diharapkan 
PAD dapat menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan 
otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja 
keuangan daerah. Menurut Hikmah (1999) dalam Abdul Halim 
(2004) pengukuran kinerja keuangan daerah dilakukan dengan 
perhitungan sebagai berikut: 




















Dengan TPD = PAD + BHPBP + SB        
Jika hasil perhitungan tinggi maka desentralisasinya tinggi 
(mandiri). 
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2) Kebutuhan Fiskal (fiscal need) dengan menghitung Indeks 
Pelayanan Publik per Kapita (IPPP) dengan formula: 












PPP  =  Jml pengeluaran rutin dan pembangunan per kapita 
masing-masing daerah 
Semakin tinggi hasilnya, maka kebutuhan fiskal  suatu daerah 
semakin besar. 
3) Kapasitas Fiskal (fiscal capacity) dengan formula: 












          
Semakin tinggi hasilnya, maka kapasitas fiskal suatu daerah 
semakin tinggi. 
4) Upaya Fiskal (tax effort) dapat dihitung dengan menggunakan 
rumus: 




        
       atau 
UPPADj  =    
)(tan pamigasPDRB
PADj
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Selanjutnya dihitung tingkat PAD standart (TPADs) yaitu: 







Untuk Indeks Kinerja PAD digunakan rumus: 




Semakin tinggi hasilnya, maka semakin besar upaya pajak 
daerah sekaligus menunjukkan posisi fiskal daerah. 
Cara lain menentukan posisi fiskal daerah adalah dengan 
mencari koefisien elastisitas PAD terhadap PDRB. Semakin 
elastis PAD suatu daerah, maka struktur PAD di daerah akan 
semakin baik, yaitu dengan formula sebagai berikut: 






Dimana е = elastisitas; Δ = perubahan 
Sedangkan untuk melihat kesiapan pemerintah daerah 
dalam pelaksanaan otonomi daerah khususnya di bidang keuangan, 
diukur dari seberapa jauh kemampuan pembiayaan urusan bila 
didanai sepenuhnya oleh PAD dan Bagi Hasil. Rasio yang 
digunakan adalah sebagai berikut (Tim LPEM FE-UI pada Laporan 
Akhir Kebijakan Desentralisasi dalam Masa Transisi, 2002, dalam 
Abdul Halim, 2004): 
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a) Perbandingan PAD dengan Pengeluaran Total 
b) Perbandingan PAD dengan Pengeluaran Rutin 
c) Perbandingan PAD+Bagi Hasil dengan Pengeluaran Total 
d) Perbandingan PAD+Bagi Hasil dengan Pengeluaran Rutin 
e) Perbandingan PAD per Kapita dengan Pengeluaran Rutin per 
Kapita 
f) Perbandingan PAD per Kapita dengan Pengeluaran Total per 
Kapita 
g) Perbandingan PAD+Bagi Hasil per Kapita dengan Pengeluaran 
Total per Kapita 
h) Perbandingan PAD+Bagi Hasil per Kapita dengan Pengeluaran 
Rutin per Kapita 
Jika hasilnya tinggi, maka peranan PAD dalam membiayai urusan 
daerah dinyatakan mampu untuk menunjang kemandirian 
keuangan daerah. 
B. Hasil Penelitian Sebelumnya 
Penelitian yang berkaitan dengan kinerja keuangan daerah 
dilakukan oleh Ana Dwi Kurniawati (2004) dengan judul “Analisis 
Kemampuan Keuangan Daerah di Kabupaten Sukoharjo (Perbandingan 
Era Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah)”. Secara umum hasil 
penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Sukoharjo dari sisi keuangan 
belum mampu untuk melaksanakan otonomi daerah. Hal ini terihat dari 
proporsi PAD terhadap TPD yang rendah sekali baik pada era sebelum 
maupun sesudah otonomi daerah. Tingkat kemandirian Kabupaten 
 41 
Sukoharjo hanya sebesar 12,65% dengan pola hubungan instruktif, 
sedangkan rasio PAD dan Bagi Hasil terhadap TPD baik pada era sebelum 
dan sesudah otonomi daerah masih sangat kecil. 
Penelitian berikutnya dilakukan oleh Harmanto Yuandhi 
Wibowo (2006) dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Daerah 
Sebelum dan Pada Masa Otonomi Daerah (Studi Kasus di Kabupaten 
Sragen Tahun Anggaran 1996/1997-2005)”. Hasil analisis menunjukkan 
bahwa Kabupaten Sragen belum mampu secara keuangan dalam 
membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Hal ini terlihat 
dengan besarnya proporsi PAD terhadap TPD yang tergolong rendah baik 
sebelum maupun pada masa otonomi daerah. Dimana rasio PAD rata-rata 
sebelum otonomi daerah adalah 15,21% dan rata-rata pada masa otonomi 
daerah sebesar 9,45%. Adapun tingkat kemandirian daerah hanya sebesar 
10,68% pada masa otonomi daerah dengan pola hubungan instruktif. 
Alfian Mujiwardhani (2008) juga melakukan penelitian tentang 
keuangan daerah dengan judul “Analisis Kemandirian Daerah Kabupaten 
Cilacap Sebelum dan Selama Otonomi Daerah (Tinjauan Keuangan 
Daerah)”. Hasil yang diperoleh melalui penelitian menunjukkan bahwa 
kemampuan keuangan daerah Kabupaten Cilacap masih rendah. Besarnya 
hanya mencapai 12,91%. Ini menunjukkan pola hubungan instruktif, 
dimana pemerintah pusat peranannya lebih dominan dibanding 
kemandirian pemerintah daerah. 
Dari ketiga penelitian di atas, secara garis besar alat analisis yang 
digunakan adalah rasio PAD terhadap TPD untuk mengukur Derajat 
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Desentralisasi Fiskal, serta rasio PAD terhadap bantuan, sumbangan dan 
pinjaman untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah. 
Dalam cakupan wilayah yang lebih luas lagi, Arif Rahman 
Hakim dalam Dinamika (Jurnal Ekonomi Pembangunan FE-UNS 2005) 
membuat tulisan dengan judul “Evaluasi Kemandirian Daerah Dalam 
Pelaksanaan Otonomi Daerah Wiayah SUBOSUKAWONOSRATEN 
Propinsi Jawa Tengah (Tinjauan Keuangan Daerah)”. Sebagaimana 
penelitian sebelumnya, alat analisis yang digunakan pun sama yakni rasio 
PAD terhadap TPD serta rasio PAD terhadap bantuan, sumbangan dan 
pinjaman. Data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data sekunder 
tahun 1995-2002. Adapun hasilnya dapat dilihat dari tabel berikut: 
 
Tabel 2.1 Rasio PAD terhadap TPD di Kawasan Subosukawonosraten 
Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah 
 
Kab./Kota PAD/TPD (%) 
Sebelum Otda Sesudah Otda 
Surakarta 24,08 16,75 
Boyolali 14,29 7,19 
Sukoharjo 14,32 6,99 
Karanganyar 14,90 7,27 
Wonogiri 14,73 6,09 
Sragen 16,59 7,09 
Klaten 13,79 4,46 
Rerata 16,10 7,98 
Sumber: Arif Rahman Hakim. 2005. "Evaluasi Kemandirian Daerah 
Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi daerah Wilayah 
Subosukawonosraten Propinsi Jawa Tengah (Tinjauan Keuangan 
Daerah)". Dinamika-Jurnal Ekonomi Pembangunan FE-UNS 
Vol. 1, No.1, 61-72. 
 43 
 
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata rasio PAD 
terhadap TPD di kawasan SUBOSUKAWONOSRATEN baik sebelum 
maupun sesudah otonomi daerah yang terbesar adalah Kota Surakarta. 
Sedangkan yang terendah baik sebelum maupun sesudah otonomi daerah 
adalah Kabupaten Klaten. 
 
Tabel 2.2  Pola Hubungan dan Rata-rata Tingkat Kemandirian 
Daerah   di Kawasan Subosukawonosraten Selama Kurun 
Waktu Tahun 1995/1996 sampai Tahun 2002 
 
Kab./Kota Kemandirian (%) Kemampuan Pola Hub. 
Surakarta 42,91 Rendah Konsultatif 
Boyolali 16,82 Rendah Sekali Instruktif 
Sukoharjo 19,66 Rendah Sekali Instruktif 
Karanganyar 18,35 Rendah Sekali Instruktif 
Wonogiri 18,14 Rendah Sekali Instruktif 
Sragen 20,92 Rendah Sekali Instruktif 
Klaten 18,99 Rendah Sekali Instruktif 
Sumber: Arif Rahman Hakim. 2005. "Evaluasi Kemandirian Daerah 
Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi daerah Wilayah 
Subosukawonosraten Propinsi Jawa Tengah (Tinjauan Keuangan 
Daerah)". Dinamika-Jurnal Ekonomi Pembangunan FE-UNS 
Vol. 1, No.1, 61-72. 
 
 
Untuk penghitungan tingkat kemandirian daerah, dari tabel di 
atas dapat disimpulkan bahwa secara umum daerah di kawasan 
SUBOSUKAWONOSRATEN mempunyai tingkat kemandirian yang 
sangat rendah sekali yaitu antara 16,82% sampai 20,92% sehingga 
termasuk dalam Pola Hubungan Instruktif (peranan pemerintah pusat lebih 
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dominan daripada kemandirian daerah). Hanya Kota Surakarta yang 
mempunyai tingkat kemandirian tertinggi yaitu sebesar 42,91%. Walaupun 
demikian, kemampuan keuangan Kota Surakarta masih dalam kategori 
rendah dan mempunyai Pola Hubungan Konsultatif (campur tangan 
pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit 
lebih mampu melaksanakan otonomi). 
C. Kerangka Pemikiran 
Suatu penelitian akan mudah apabila berdasar pada suatu 
kerangka pemikiran yang sudah tersusun dan terarah pada pemecahan 
masalah tersebut. 
Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan sebagai bahan 
analisis mengenai kemampuan keuangan daerah Kota Surakarta adalah 
Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), Derajat Otonomi Fiskal (DOF), 
Kapasitas Fiskal, Kebutuhan Fiskal, Upaya / Posisi Fiskal, Rasio 
Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Indikator Kinerja Pajak 
dan Retribusi Daerah. Data yang digunakan untuk mengukur indikator 
DDF adalah data pendapatan daerah yang meliputi PAD, Sumbangan  dan 
Bantuan serta Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Selain untuk mengukur 
indikator DDF, data PAD juga digunakan dalam pengukuran indikator 
DOF, Rasio Efektivitas serta Indikator Kinerja Pajak dan Retribusi. Untuk 
indikator Upaya Fiskal digunakan data PAD dan PDRB. Sedangkan data 
jumlah penduduk dan PDRB digunakan untuk mengukur indikator 
Kapasitas Fiskal, serta data belanja daerah untuk pengukuran indikator 
Kebutuhan Fiskal. 
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Agar lebih jelas, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat 























































Kemampuan Keuangan Daerah 






A. Ruang Lingkup Penelitian 
Penelitian ini berbentuk survey atas data sekunder yang 
mengambil lokasi di Kota Surakarta dengan menggunakan data yang telah 
disusun oleh badan/instansi Pemerintah Daerah Kota Surakarta, meliputi 
data perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota 
Surakarta tahun 2003-2008. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Seperti yang telah dikemukakan di atas, data yang digunakan 
dalam penelitian ini dikategorikan sebagai data sekunder yang diperoleh 
dari beberapa sumber dengan mengambil data statistik yang sudah ada 
serta dokumen-dokumen lain yang terkait dan diperlukan. Adapun data 
yang diperlukan tersebut antara lain: 
a. Data penjabaran Target dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kota Surakarta yang diperoleh dari Perhitungan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2003-2008. (DPPKA 
Surakarta) 
b. Data Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta yang diperoleh 
dari PDRB Kota Surakarta Tahun Tahun 2003-2008. (BPS) 
c. Data jumlah penduduk Kota Surakarta yang diperoleh dari Surakarta 
Dalam Angka Tahun 2003-2008. (BPS) 
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d. Data gambaran umum Kota Surakarta yang diperoleh dari Surakarta 
Dalam Angka Tahun 2003-2008. (BPS) 
e. Data Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jateng yang diperoleh 
dari Jateng Dalam Angka Tahun 2003-2008. (BPS) 
f. Data jumlah penduduk Propinsi Jateng yang diperoleh dari Jateng 
Dalam Angka Tahun 2003-2008. (BPS) 
C. Definisi Operasional Variabel 
Penelitian ini menggunakan beberapa indikator beserta variabel-
variabel guna melihat kondisi keuangan daerah suatu Kabupaten/Kota. 
Definisi operasional masing-masing variabel tersebut adalah sebagai 
berikut: 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana 
keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui 
bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (Undang-Undang 
Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 17) 
b. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. 
(Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 13) 
c. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh 
daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 
2004 pasal 1 ayat 18) 
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d. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi 
atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, 
yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintah daerah dan pembangunan daerah. (Undang-Undang Nomor 
34 Tahun 2004 dalam Abdul Halim, 2007) 
e. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan 
oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 
(Abdul Halim, 2007) 
f. Bantuan/Sumbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana 
Alokasi Khusus (DAK), Hibah dan Bagi Hasil. 
g. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN 
yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk 
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 
(Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 20) 
h. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai 
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang 
bersangkutan. (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 
14) 
i. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai barang-barang 
dan jasa-jasa yang diproduksikan di suatu daerah dalam satu tahun 
tertentu. Dalam hal ini digunakan PDRB menurut lapangan usaha atas 
dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku. PDRB atas dasar 
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harga konstan yaitu harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu yang 
seterusnya digunakan untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan 
pada tahun-tahun yang lain. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku 
adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan suatu daerah 
dalam suatu tahun dan dinilai menurut harga-harga yang berlaku pada 
tahun tersebut. (Sadono Sukirno, 1995) 
j. Jumlah penduduk adalah semua orang yang berdomisili di suatu 
daerah selama 6 bulan/lebih dan/atau mereka yang berdomisili kurang 
dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. (Ana Dwi K, 2004) 
k. Kebutuhan Fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah 
untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. (Undang-Undang 
Nomor 33 Tahun 2004 pasal 28 ayat 3) 
l. Kapasitas Fiskal Daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang 
berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil. (Undang-Undang Nomor 33 
Tahun 2004 pasal 28 ayat  3) 
m. Upaya pajak adalah jumlah pajak yang sungguh-sungguh dikumpulkan 
oleh kantor pajak dan dilawankan dengan potensi pajak. (Suparmoko, 
1992) 
n. Kemandirian Keuangan Daerah (Otonomi Fiskal) menunjukkan 
kemampuan pemerintah daerah dalam mmbiayai sendiri kegiatan 
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang 
telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang 
diperlukan daerah. (Abdul Halim, 2004) 
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o. Rasio Efektivitas menggambarkan kemmpuan pemerintah daerah 
dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan 
dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil 
daerah. (Abdul Halim, 2004) 
D. Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian ini digunakan dua teknik analisis, yaitu: 
a.  Analisis Deskriptif 
Analisis deskriptif merupakan suatu bentuk analisis yang 
menggambarkan pola-pola yang konsisten dalam data dengan kegiatan 
mengumpulkan, mengelompokkan / memisahkan komponen / bagian 
yang relevan dari keseluruhan data sehingga data mudah dikelola dan 
hasilnya dapat dipelajari, ditafsirkan secara singkat dan penuh makna. 
(Mudrajad Kuncoro, 2003) 
Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang kondisi 
keuangan daerah Kota Surakarta dengan melihat pertumbuhan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun ke tahun 
dan besarnya kontribusi PAD terhadap APBD. 
b. Analisis Kuantitatif 
Analisis kuantitatif merupakan analisis yang menggunakan data yang 
diukur dalam suatu skala numerik/angka. (Mudrajad Kuncoro, 2003) 
Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan 
daerah, tingkat kemandirian daerah serta kesiapan pemerintah daerah 
Kota Surakarta dalam penyelenggaraan otonomi daerah. 
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1. Mencapai Tujuan Penelitian 1 
Untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah 
Kota Surakarta maka digunakan beberapa indikator kemampuan 
keuangan daerah yang terdiri dari: 
a) Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)  
Untuk mengukur Derajat Desentralisasi Fiskal antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah digunakan formula sebagai 














TPD       = PAD + BHPBP + SBD 
DDF      = Derajat Desentralisasi Fiskal 
PAD      = Pendapatan Asli Daerah 
BHPBP = Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 
SBD        = Sumbangan dan Bantuan Daerah 
TPD = Total Penerimaan Daerah 
Ukuran DDF = 50% 
 52 
Jika nilai DDF > 50%, maka daerah dikatakan semakin mandiri 
dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin kecil 
(kecuali DDF3). 
Sebaliknya jika nilai DDF < 50%, maka daerah dikatakan 
belum cukup mandiri karena ketergantungan terhadap 
pemerintah pusat masih tinggi (kecuali DDF3). 
b) Derajat Otonomi Fiskal (DOF) 
Pengukuran Derajat Otonomi Fiskal menggunakan 





c) Kebutuhan Fiskal (Fiscal Need/KbF) 
Penghitungan Kebutuhan Fiskal suatu daerah 
dilakukan dengan menghitung Indeks Pelayanan Publik 













SkbFJateng= Rata-rata Kebutuhan Fiskal Standart se-Jateng 
KbFSKA =  Kebutuhan Fiskal Kota Surakarta 
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PPP           = Jumlah Pengeluaran Rutin dan Pembangunan 
masing-masing daerah/pengeluaran aktual 
perkapita untuk jasa publik.  
 Semakin tinggi hasilnya, maka kebutuhan fiskal suatu daerah 
juga semakin besar. 
d) Kapasitas Fiskal (Fiscal Capacity/KaF) 













SKaFJateng= Rata-rata Kapasitas Fiskal Standart se-Jateng 
KaFSKA = Kapasitas Fiskal Kota Surakarta 
Semakin tinggi hasilnya, maka kapasitas fiskal (daya tumbuh 
keuangan) suatu daerah semakin besar. 
e) Upaya / Posisi Fiskal (Tax Effort) 
Upaya/Posisi Fiskal suatu daerah dihitung dengan 
mencari koefisien elastisitas PAD terhadap PDRB. Semakin 
elastis PAD suatu daerah, maka struktur PAD di daerah 
tersebut semakin baik. (Abdul Halim, 2004) 
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f) Rasio Efektivitas PAD 
Perhitungan Efektivitas PAD menggunakan rumus 
(Abdul Halim, 2004): 







Semakin tinggi rasio efektivitas maka kemampuan daerah 
semakin baik. 
g) Indikator Kinerja Pajak dan Retribusi Daerah 
Perhitungan potensi pungutan dari berbagai jenis 
Pajak dan Retribusi Daerah dari sisi penggolongan masing-
masing jenis Pajak dan Retribusi Daerah, apakah termasuk 
dalam kategori Prima, Potensial, Berkembang atau 
Terbelakang, dapat dilihat pada tabel berikut (Wihana Kirana 
dalam Mulyanto, 2001: 24-25): 








Catatan:  Jenis Pajak atau Retribusi Daerah 
Sumber: Mulyanto (2001). Identifikasi dan Analisis Potensi Penerimaan 
Pajak dan Retribusi Daerah di Eks-Karesidenan Surakarta. 





























2. Mencapai Tujuan Penelitian 2 
Untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah 
Kota Surakarta digunakan analisis Rasio Kemandirian dengan 
rumus sebagai berikut (Abdul Halim, 2004): 





Tabel 3.2     Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah 
 
Kemampuan Keuangan Kemandirian(%) Pola Hubungan 
Rendah Sekali 0-25 Instruktif 
Rendah 25-50 Konsultatif 
Sedang 50-75 Partisipatif 
Tinggi 75-100 Delegatif 
Sumber: Abdul Halim. 2004. Bunga Rampai Manajemen Keuangan 
Daerah, Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Hal. 189. 
 
Pola Hubungan Instruktif menunjukkan bahwa peranan pemerintah 
pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah 
(daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). 
Pola Hubungan Konsultatif menunjukkan bahwa campur tangan 
pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap 
sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. 
Pola Hubungan Partisipatif menunjukkan bahwa peranan 
pemerintah pusat semakin berkurang mengingat daerah yang 
bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu 
melaksanakan urusan otonomi. 
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Pola Hubungan Delegatif menunjukkan bahwa campur tangan 
pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar 




















ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
  
 
A.      Gambaran Umum Daerah Penelitian 
1.      Kondisi Geografis 
Kota Surakarta atau yang lebih dikenal dengan nama Kota 
Solo merupakan salah satu kota besar di Jawa Tengah yang menunjang 
kota-kota lainnya seperti Semarang maupun Yogyakarta. Kota 
Surakarta terletak antara 110˚45’15” dan 110˚45’35” BT dan antara 
7˚36’ dan 7˚56’ LS. Wilayahnya merupakan dataran rendah yang 
terletak di cekungan lereng Pegunungan Lawu dan Pegunungan 
Merapi dengan ketinggian sekitar 92 m  di atas permukaan air laut. 
Kota Surakarta dibelah dan dialiri oleh tiga buah sungai besar, yakni 
Sungai Bengawan Solo, Kali Jenes dan Kali Pepe. Adapun batas-batas 
wilayah Kota Surakarta yaitu sebelah utara berbatasan dengan 
Kabupaten Boyolali, sebelah selatan dengan Kabupaten Sukoharjo, 
sebelah timur dengan Kabupaten Karanganyar dan sebelah barat 
dengan Kabupaten Sukoharjo. 
Luas wilayah Kota Surakarta mencapai 44,04 km² dan terbagi 
dalam 5 wilayah kecamatan (Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, Jebres 
dan Banjarsari) yang terdiri dari 51 kelurahan, 595 RW dan 2.669 RT. 
Sebanyak 61,68% dari luas lahan yang ada digunakan sebagai tempat 




Suhu udara rata-rata Kota Surakarta berkisar antara 24,7º C – 
27,9º C  dengan kelembaban udara berkisar antara 64% - 85%. Hari 
hujan terbanyak jatuh pada bulan Februari dengan jumlah hari hujan 
sebanyak 25. Adapun curah hujan terbanyak sebesar 699 mm jatuh 
pada bulan Oktober. Sementara itu rata-rata curah hujan saat hari hujan 
terbesar jatuh pada bulan nopember sebesar 33,1 mm per hari hujan. 
2. Kondisi Demografi 
Demografi merupakan kondisi yang berkaitan dengan aspek 
kependudukan seperti jumlah penduduk, kepadatan penduduk, tingkat 
pendidikan, mata pencaharian, ketenagakerjaan, dan lain sebagainya. 
 
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kota Surakarta Berdasarkan Jenis 
Kelamin Tahun 2003-2008 
       
Tahun Jenis Kelamin Jumlah Pertumb. 
 Laki-laki Perempuan 
2003 242.591 254.643 497.234 1,43 
2004 249.278 261.433 510.711 2,71 
2005 250.868 283.672 534.540 4,67 
2006 254.259 258.639 512.898 -4,05 
2007 246.132 269.240 515.372 0,48 
2008 247.245 275.690 522.935 1,47 
Sumber: Surakarta dalam Angka Tahun 2008 
 
Berdasarkan hasil Susenas 2008, penduduk Kota Surakarta 
pada tahun 2008 mencapai 522.935 jiwa dengan perincian jenis 
kelamin laki-laki sebesar 247.245 dan perempuan sebesar 275.690 
jiwa. Ini menunjukkan bahwa rasio jenis kelamin adalah 89,68 yang 
berarti bahwa pada setiap 100 penduduk perempuan terdapat sebanyak 
89 penduduk laki-laki. 
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Tabel 4.2 Penduduk Kota Surakarta Menurut Kelompok Umur dan 
Jenis Kelamin Tahun 2008 (berdasarkan hasil Susenas 
2008) 
 
Umur Jenis Kelamin Jumlah (%) 
Laki-laki (%) Perempuan (%) 
0-4 17.542 7,09 17.781 6,45 35.323 6,75 
5-9 21.098 8,53 18.726 6,79 39.824 7,62 
10-14 16.592 6,71 18.725 6,79 35.317 6,75 
15-19 20.861 8,44 22.277 8,08 43.138 8,25 
20-24 27.968 11,31 29.865 10,83 57.833 11,06 
25-29 24.656 9,97 24.420 8,86 49.076 9,38 
30-34 19.676 7,96 21.810 7,91 41.486 7,93 
35-39 19.439 7,86 20.388 7,39 39.827 7,62 
40-44 18.493 7,48 20.150 7,31 38.643 7,39 
45-49 13.513 5,47 21.572 7,82 35.085 6,71 
50-54 13.511 5,46 17.305 6,28 30.816 5,89 
55-59 11.852 4,79 13.275 4,82 25.127 4,81 
60-64 9.008 3,64 8.535 3,09 17.543 3,35 
65+ 13.037 5,27 20.858 7,57 33.895 6,48 
Jumlah 247.246 100 275.687 100 522.933 100 
 Sumber: Surakarta dalam Angka Tahun 2008 
 
Komposisi penduduk Kota Surakarta jika dilihat berdasarkan 
kelompok usianya, pada tahun 2008 yang paling banyak adalah 
penduduk berusia 20-24 tahun dengan jumlah 57.833 orang, atau 
11,06% dari total penduduk. Sedangkan yang paling sedikit adalah 
penduduk berusia 60-64 tahun dengan jumlah 17.543 orang, 3,35% 
dari total penduduk. Bahkan jika dilihat secara umum, penduduk Kota 
Surakarta sebagian besar berada pada usia produktif (20-60 tahun) 
sehingga kondisi tersebut sangat menguntungkan bagi Kota Surakarta 
karena pada usia tersebut SDM berkemampuan untuk melakukan 
berbagai kegiatan ekonomi. 
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Tabel 4.3 Tingkat Kepadatan Penduduk Kota SurakartaTahun 2003-
2008 
   






2003 44,04 497.234 11.290 
2004 44,04 510.711 11.596 
2005 44,04 534.540 12.137 
2006 44,04 512.898 11.646 
2007 44,04 515.372 11.702 
2008 44,04 522.935 11.874 
 Sumber: Surakarta dalam Angka (edisi beberapa terbitan) 
 
   
Tingkat kepadatan penduduk Kota Surakarta tahun 2008 
mencapai 11.874 jiwa/km². Dengan tingginya tingkat kepadatan 
penduduk tentunya akan berdampak pada masalah-masalah sosial 
seperti perumahan, kesehatan maupun tingkat kriminalitas. 
 
Tabel 4.4  Penduduk 5 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan 
di Kota Surakarta Tahun 2003-2008 





















24.048 71.195 47.657 108.938 97.444 93.270 29.505 
5,09 15,08 10,09 23,08 20,64 19,76 6,25 
2004 
(%) 
25.184 73.979 47.498 105.816 103.569 95.974 33.103 
5,19 15,25 9,79 21,81 21,35 19,78 6,82 
2005 
(%) 
25.658 67.858 42.924 99.859 103.037 101.018 33.156 
5,42 14,33 9,07 21,09 21,76 21,33 7,00 
2006 
(%) 
24.389 66.223 43.302 104.270 102.494 98.186 33.823 
5,16 14,01 9,16 22,06 21,68 20,77 7,16 
2007 
(%) 
12.468 49.199 28.018 77.029 77.830 83.364 30.090 
3,48 13,74 7,83 21,52 21,74 23,29 8,41 
2008 
(%) 
32.192 66.799 44.051 98.118 101.351 98.340 35.639 
6,76 14,02 9,24 20,59 21,27 20,64 7,48 




Tingkat pendidikan seseorang merupakan salah satu faktor 
yang menunjang seseorang dalam memperoleh pekerjaan. Penduduk 
Kota Surakarta pada tahun 2008 dengan tingkat pendidikan minimal 
SLTA berjumlah 133.979. Berdasarkan data tersebut, diharapkan 
banyak dari jumlah penduduk Kota Surakarta yang terserap dalam 
lapangan kerja sehingga mampu menekan angka pengangguran. 
 
Tabel 4.5 Banyaknya Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kota 
Surakarta tahun 2008 
  
Mata Pencaharian Jumlah Prosentase (%) 
Petani 456 0,11 
Baruh Tani 429 0,11 
Pengusaha 7.954 1,98 
Buruh Industri 70.034 17,46 
Buruh Bangunan 62.759 15,64 
Pedagang 32.374 8,07 
Angkutan 15.776 3,93 
PNS/TNI/POLRI 26.424 6,59 
Pensiunan 22.683 5,65 
Lain-lain 162.290 40,45 
Jumlah 401.179 100,00 
 Sumber: Surakarta dalam Angka Tahun 2008 
 
Sementara itu jika dilihat berdasarkan mata pencaharian 
penduduk pada tahun 2008, jumlah yang paling sedikit adalah 
penduduk bermata pencaharian sebagai petani baik itu pada pertanian 
milik sendiri maupun sebagai buruh tani, dengan total sebanyak 885 
orang. Hal ini tentunya disebabkan karena sempitnya lahan pertanian 
di Kota Surakarta yang luasnya hanya mencakup 149,32 Ha, atau 
3,39% dari luas wilayah seluruhnya (4.404,06 Ha). Sedangkan jumlah 
terbanyak adalah penduduk bermata pencaharian diluar bidang 
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pertanian, pengusaha, buruh industri dan bangunan, pedagang, 
angkutan dan PNS, yang mencapai 162.290 orang. 
 
Tabel 4.6   Penduduk berumur 10 Tahun Ke Atas yang    Bekerja 
Menurut Lapangan Usaha di Kota Surakarta 2008 
 
Lapangan Usaha Jenis Kelamin Jumlah (%) 
L P 
1. Pertanian, Perikanan 1.284 459 1.743 0,69 
2. Pertambangan 0 0 0 0,00 
3. Industri Pengolahan 22.294 21.928 44.222 17,61 
4. Listrik, Gas & Air Brsh 604 0 604 0,24 
5. Konstruksi 7.134 0 7.134 2,84 
6. Perdagangan, Rumah 56.487 52.838 108.870 43,36 
7. Angkutan, Pergudangn 14.552 3.669 18.221 7,26 
8. Keuangan & Asuransi 5.931 2.814 8.745 3,48 
9. Jasa-jasa 32.336 29.226 61.562 24,52 
Jumlah 140.622 110.479 251.101 100,00 
 Sumber: Surakarta dalam Angka Tahun 2008 
 
Jumlah penduduk yang bekerja di Kota Surakarta pada tahun 
2008 mencapai 251.101 atau sebesar 48,01% dari total penduduk Kota 
Surakarta. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, penduduk wanita 
yang bekerja mencapai 43,99% dari penduduk yang bekerja. Hal ini 
menunjukkan bahwa peran perempuan cukup tinggi dalam 
peningkatan kesejahteraan keluarga di Kota Surakarta. 
3. Kondisi Ekonomi 
Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditunjukkan dengan laju 
pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar 
harga konstan. Dalam era otonomi ini, dengan didukung situasi yang 
relatif kondusif, perekonomian Kota Surakarta secara agregat cukup 
dinamis. Meski sempat mengalami pertumbuhan ekonomi yang 
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menurun drastis sebagai dampak krisis pertengahan tahun 1997-1998, 
yakni sekitar minus 13,93 %, namun mulai tahun 2001 mulai 
menunjukkan adanya peningkatan. 
 
Tabel 4.7 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta Tahun 2001-2008 
 









 Sumber: BPS Kota Surakarta 
 
PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang 
dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau 
merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan 
oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB Kota Surakarta 
yang disajikan secara series memberikan gambaran kinerja ekonomi 
makro dari waktu ke waktu sehingga arah perekonomian regional akan 
lebih jelas. Tentu saja ini akan bermanfaat untuk berbagai kepentingan 
seperti perencanaan, evaluasi maupun kajian suatu kebijakan yang 
dikeluarkan oleh pemerintah. 
PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah 
barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, 
dan digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. 
Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah 
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barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu 
sebagai tahun dasar yang mana dalam penghitungan ini digunakan 
tahun 2000. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk 
mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Secara lebih 
jelas PDRB Kota Surakarta dapat dilihat pada tabel di bawah. 
 
Tabel 4.8 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga 
Berlaku Kota Surakarta Tahun 2003-2008 (Juta Rupiah) 
 























































































































































































Sumber: BPS Kota Surakarta, data diolah 
   
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat dari tahun 2003 
sampai dengan tahun 2006, sektor industri pengolahan masih 
merupakan sektor andalan terbesar Kota Surakarta. Akan tetapi pada 
tahun 2007 dan 2008 sektor ini menduduki peringkat kedua dalam 
memberikan sumbangan terhadap PDRB Kota Surakarta dengan 
persentase sebesar 24,34% (2007) dan 23,27% (2008). Adapun sektor 
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andalan pada tahun 2008 adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran 
dengan sumbangan sebesar 25,12%. Baik sektor industri pengolahan 
maupun perdagangan, hotel dan restoran, kedua-duanya perlu 
diperhatikan dan ditingkatkan karena merupakan faktor yang utama 
dalam mendukung perekonomian Kota Surakarta dengan tanpa 
mengabaikan sektor-sektor lainnya. 
Sektor yang memberikan kontribusi terendah terhadap PDRB 
Kota Surakarta terletak pada sektor primernya yakni pertambangan dan 
galian dengan kontribusi sebesar 0,04 persen serta sektor pertanian 
sebesar 0,06 persen. 
 
Tabel 4.9 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga 
Konstan Kota Surakarta Tahun 2003-2008 (Juta Rupiah) 
 























































































































































































Sumber: BPS Kota Surakarta, data diolah 
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Jika dilihat berdasarkan perkembangannya dari tahun 2007 ke 
tahun 2008, pertumbuhan riil yang paling tinggi adalah sektor 
bangunan dengan pertumbuhan sebesar 10,27%. Yang kedua adalah 
sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 7,52%. Sedangkan 
sektor industri mengalami pertumbuhan sebesar 2,32%. 
B. Analisis Data dan Pembahasan 
 1. Analisis Deskriptif 
  a.    Pertumbuhan APBD 
Pada dasarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah 
Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
APBD dapat menjadi sarana bagi pihak tertentu untuk 
melihat/mengetahui kemampuan keuangan daerah, baik dari sisi 
pendapatan maupun dari sisi belanja. Tabel berikut merupakan 
gambaran pertumbuhan APBD Kota Surakarta tahun 2003-2008. 
 
Tabel 4.10  Pertumbuhan APBD Kota Surakarta Tahun 2003-2008 
 
Tahun Pendapatan Daerah Belanja Daerah Surplus/Defisit 
2003 356.483.584.894 351.968.337.094 4.515.247.800 
2004 369.556.054.867 328.310.675.595 37.245.379.272 
2005 373.629.925.759 340.095.169.168 33.534.756.591 
2006 510.880.033.618 470.560.732.279 40.319.301.339 
2007 601.429.870.735 588.297.504.608 13.132.366.127 
2008 751.268.361.957 760.080.852.467 (8.812.490.510) 
Sumber: DPPKAD Kota Surakarta, data diolah 
  
Dari tabel di atas dapat dilihat dari tahun ke tahun 
pendapatan Kota Surakarta terus mengalami peningkatan. 
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Peningkatan pendapatan ini terkadang juga diimbangi dengan 
meningkatnya jumlah belanja daerah sehingga surplus/defisit 
daerah juga berfluktuasi. Seperti pada tahun 2004 terlihat terjadi 
peningkatan pendapatan daerah, namun belanja daerah menurun 
jika dibandingkan tahun sebelumnya (2003), sehingga surplus 
yang didapat daerah lebih besar. Sedangkan pada tahun 2008 
justru terjadi defisit anggaran yang disebabkan prosentase 
peningkatan belanja daerah yang lebih tinggi, yakni 29,20% 
dibandingkan prosentase peningkatan pendapatan daerah yang 
hanya sebesar 24,91%. 
b. Kontribusi PAD terhadap APBD 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan cerminan 
dari potensi ekonomi daerah. Salah satu cara untuk mengetahui 
tingkat kemampuan suatu daerah adalah dengan melihat besarnya 
kontribusi PAD terhadap total penerimaan APBD. 
 
Tabel 4.11 Kontribusi PAD terhadap APBD Kota Surakarta 
 
Tahun PAD (Rp) APBD (Rp) Kontribusi PAD (%) 
2003 54.815.684.238 356.483.584.894 15,38 
2004 59.782.969.233 365.556.054.867 16,35 
2005 66.086.575.400 373.629.925.759 17,69 
2006 78.637.865.549 510.880.033.618 15,39 
2007 89.430.977.982 601.429.870.735 14,87 
2008 102.929.501.970 751.268.361.957 13,70 
Rerata 15,56 
Sumber: DPPKAD Kota Surakarta, data diolah 
 
 
  Hasil perhitungan tabel tersebut memperlihatkan bahwa 
dalam kurun waktu tahun 2003-2005 kontribusi PAD terhadap 
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APBD terus mengalami peningkatan. Tetapi sebaliknya, dari 
tahun 2006-2008 justru mengalami penurunan dengan kontribusi 
PAD terhadap APBD yang terendah di tahun 2008 dengan nilai 
sebesar 13,70%. Jika dilihat secara rata-rata, kontribusi PAD 
terhadap APBD ini bernilai 15,56%. Hal tersebut 
mengindikasikan peranan yang masih sangat kecil dan 
Pemerintah Daerah Kota Surakarta masih perlu mengoptimalkan 
lagi penggalian potensi-potensi daerahnya yang potensial bagi 
pemasukan PAD. 
2. Analisis Kuantitatif 
a. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) 
    Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab II dan III, 
penghitungan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) dapat 
dilakukan dengan menggunakan tiga (3) formula, yakni rasio 
antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan 
Daerah (TPD), rasio Bagi Hasol Pajak dan Bukan Pajak 
(BHPBP) dengan TPD dan rasio Sumbangan dan Bantuan 
Daerah (SBD) dengan TPD. Jika hasil rasio antara PAD dengan 
TPD maupun BHPBP dengan TPD lebih dari 50% maka 
kemampuan keuangan daerah dapat dikatakan semakin 
baik/mandiri. Sebaliknya jika nilainya kurang dari 50% maka 
kemampuan keuangan daerah dikatakan belum mandiri. 
Sedangkan untuk rasio antara SBD dengan TPD, jika 
nilainya lebih dari 50% berarti tingkat ketergantungan 
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Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat semakin tinggi. 
Tetapi jika kurang dari 50% maka tingkat ketergantungan 
finansial terhadap Pemerintah Pusat berkurang. 
 
Tabel 4.12  Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Surakarta Tahun 2003-
2008 
    
Tahun DDF (%) 
PAD/TPD BHPBP/TPD SBD/TPD 
2003 15,38 6,53 78,10 
2004 16,35 9,52 74,12 
2005 17,69 9,97 72,34 
2006 15,39 7,49 77,12 
2007 14,87 8,46 76,67 
2008 13,70 8,18 78,12 
Rerata 15,56 8,36 76,08 
 Sumber: Hasil Ringkasan Pengolahan Data Sekunder 
 
  
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio PAD 
terhadap TPD terus meningkat dari tahun 2003 sampai tahun 
2005, akan tetapi terus mengalami penurunan sampai dengan 
tahun 2008. Hasil rasio PAD terhadap TPD tertinggi adalah di 
tahun 2005 dengan nilai sebesar 17,69%, dan yang terendah 
adalah di tahun 2008 dengan nilai sebesar 13,70%. Jika dilihat 
secara rata-rata, hasil rasionya adalah 15,56%. Dengan 
penurunan nilai rasio PAD terhadap TPD ini dan berdasarkan 
reratanya dari tahun 2003-2008, menunjukkan bahwa 
kemampuan keuangan Kota Surakarta dapat dikatakan belum 
mandiri. 
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Untuk rasio BHPBP terhadap TPD, sama seperti rasio 
PAD terhadap TPD yang telah disebutkan sebelumnya, nilai 
maksimalnya adalah pada tahun 2005 sebesar 9,97%. Sedangkan 
yang terendah adalah pada tahun 2003 sebesar 6,53%. Secara 
rerata dari tahun 2003-2008, hasil rasio BHPBP terhadap TPD 
adalah sebesar 8,36%. Dengan nilai yang masih kurang dari 50% 
maka dapat dikatakan kemampuan keuangan Kota Surakarta 
belum mandiri. 
Adapun hasil perhitungan DDF yang ketiga, yakni rasio 
antara SBD terhadap TPD, nilai tertingginya adalah 78,12% pada 
tahun 2008 dan nilai terendah 72,34% pada tahun 2005. 
Sedangkan untuk rata-ratanya dari tahun 2003-2008, hasil rasio 
menunjukkan angka 76,08%. Karena nilainya yang berada diatas 
50%, maka hal ini mengindikasikan bahwa ketergantungan 
Pemerintah Daerah Kota Surakarta terhadap Pemerintah Pusat 
masih sangat tinggi sehingga tingkat desentralisasi fiskalnya 
masih rendah, belum ada kemandirian. 
b. Derajat Otonomi Fiskal (DOF) 
Kemandirian keuangan daerah (Otonomi Fiskal) 
menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai 
sendiri kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan 
dan pelayanan kepada masyarakat yang telah embayar pajak dan 
retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah 
(Abdul Halim, 2004). 
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Derajat Otonomi Fiskal Kota Surakarta dihitung dengan 
menggunakan rasio antara bagian PAD (pajak daerah + retribusi 
daerah) dengan total belanja daerah. 
 
Tabel 4.13 Derajat Otonomi Fiskal Kota Surakarta Tahun 2003-2008 
 








Sumber: Hasil Ringkasan Pengolahan Data Sekunder 
 
Berdasarkan tabel 4.13 di atas dapat dilihat bahwa 
besarnya DOF Kota Surakarta tertinggi adalah pada tahun 2005 
sebesar 17,48% dan yang terendah pada tahun 2008 dengan nilai 
11,34%. Secara rerata, besarnya DOF Kota Surakarta adalah 
14,58%. Hal ini berarti kecenderungan kemampuan Pemerintah 
Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan penyelenggaraan 
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat 
masih rendah. 
c. Kebutuhan Fiskal (Fiscal Need/KbF) 
Kebutuhan Fiskal menggambarkan seberapa besar 
kebutuhan per kapita penduduk jika jumlah seluruh pengeluaran 
dibagi secara adil kepada seluruh penduduk daerah tersebut. 
Kebutuhan Fiskal juga menunjukkan besarnya indeks pelayanan 
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publik per kapita. Kebutuhan Fiskal Kota Surakarta dan Propinsi 
Jawa Tengah dapat dilihat dari tabel berikut: 
 
Tabel 4.14 Kebutuhan Fiskal (KbF) Se-Jawa Tengah dan Kota 
Surakarta Tahun 2003-2008 
 
Tahun Kebut. Fiskal Standar Se-Jateng 
(SKbF Jateng) 
Kebut. Fiskal Kota SKA 
(KbF SKA) 
2003 11.257,75 62,88 
2004 9.571,69 67,16 
2005 11.235,61 56,63 
2006 15.215,41 60,30 
2007 19.872,18 57,44 
Rerata 13.430,52 60,88 
Sumber: Hasil Ringkasan Pengolahan Data Sekunder 
 
 
Dari tabel 4.14 terlihat bahwa dari tahun 2003-2007 
rata-rata kebutuhan fiskal standar se-Jateng adalah sebesar Rp. 
13.430,52. adapun kebutuhan fiskal Kota Surakarta sebesar 
60,88. hal ini menunjukkan Indeks Pelayanan Publik Perkapita 
(IPPP) Kota Surakarta adalah sebesar 60,88 dan kebutuhan fiskal 
Kota Surakarta 61 kali lebih besar dari rata-rata kebutuhan 
standar se-Jateng. 
d. Kapasitas Fiskal (Fiscal Capacity/KaF) 
Kapasitas Fiskal menunjukkan berapa besar usaha dari 
daerah yang diwujudkan dalam PDRB untuk memenuhi semua 
kebutuhannya, dalam hal ini adalah total pengeluaran daerah. 
Hasil dari indeks Kapasitas Fiskal menunjukkan seberapa besar 
hasil yang didapatkan oleh setiap penduduk dalam setiap daerah. 
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Hasil perhitungan Kapasitas Fiskal Kota Surakarta dan Propinsi 
Jawa Tengah pada tabel 4.15 berikut: 
 
Tabel 4.15 Kapasitas Fiskal (KaF) Se-Jawa Tengah dan Kota 
Surakarta Tahun 2003-2008 
 
Tahun Kpsts Fiskal Standar Se-Jateng 
(SKbF Jateng) 
Kpsts Fiskal Kota SKA 
(KbF SKA) 
2003 153.212,97 55,81 
2004 170.591,36 54,60 
2005 203.536,50 51,34 
2006 250.392,08 48,20 
2007 275.678,21 48,63 
Rerata 210.682,22 51,72 
Sumber: Hasil Ringkasan Pengolahan Data Sekunder 
 
 
Tabel 4.15 menunjukkan bahwa rata-rata kapasitas 
fiskal standar se-Jateng dari tahun 2003-2007 adalah Rp 
210.682,22. Sedangkan kapasitas fiskal standar Kota Surakarta 
sebesar 51,72. Bila dibandingkan, Kota Surakarta memiliki 
kapasitas fiskal yang lebih kecil dibanding kebutuhan fiskalnya 
(51,72 : 60,88). Selisih kurang ini diharapkan dapat ditutup 
melalui mekanisme transfer dari pemerintah pusat, sehingga 
dengan demikian Kota Surakarta masih mempunyai 
ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. 
e. Upaya/Posisi Fiskal (Tax Effort) 
Posisi Fiskal suatu daerah dihitung dengan mencari 
koefisien elastisitas PAD terhadap PDRB dengan rata-rata 
pertumbuhan selama kurun waktu tertentu. 
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Tabel 4.16 Pertumbuhan PAD dan PDRB Kota Surakarta Tahun 
2003-2008 
 
Tahun Pertumb (%) 
PAD PDRB ADHK PDRB ADHB 
2003 - - - 
2004 9,06 5,80 11,87 
2005 10,54 5,15 17,43 
2006 18,99 5,43 10,82 
2007 13,73 5,82 11,62 
2008 15,09 5,69 14,37 
Rerata 13,48 5,58 13,22 
 Sumber: Hasil Ringkasan Pengolahan Data Sekunder 
 
 
Berdasarkan tabel 4.16 dapat dihitung elastisitas PAD 
terhadap PDRB sehingga dapat diperoleh hasil sebagai berikut: 
   • Elastisitas PAD terhadap PDRB ADHK 




   • Elastisitas PAD terhadap PDRB ADHB 




Dari hasil perhitungan di atas diketahui bahwa dengan 
menggunakan PDRB ADHK, laju pertumbuhan PDRB 
berpengaruh terhadap peningkatan PAD meskipun hanya kecil, 
yaitu bila PDRB meningkat 1% maka PAD akan meningkat 
sebesar 2,42%. Sedangkan bila menggunakan PDRB ADHB, laju 
pertumbuhan PDRB juga hanya sedikit berpengaruh terhadap 
peningkatan PAD, yaitu apabila PDRB naik 1% maka PAD akan 
meningkat sebesar 1,02%. 
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f. Rasio Efektivitas PAD 
Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan 
Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD berdasarkan 
target yang telah ditetapkan sebelumnya, yang disesuaikan 
dengan potensi riil daerahnya. Kemampuan daerah dalam 
menjalankan tugas dan wewenangnya dikategorikan efektif bila 
rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100% (seratus 
persen). Semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan 
kemampuan keuangan daerah yang semakin baik pula. 
 
  
Tabel 4.17 Rasio Efektivitas PAD Kota Surakarta Tahun 2003-2008 
 
Tahun Bag. PAD 
Pajak Dae. Retri Dae. Laba Ush Dae. Lain" PAD 
2003 101,91 101,51 100,00 132,97 
2004 102,22 101,07 100,00 99,92 
2005 102,92 105,97 104,37 205,64 
2006 103,52 98,55 100,00 168,54 
2007 104,91 98,20 102,69 99,75 
2008 102,35 110,54 92,57 121,36 
Rerata 102,97 102,64 99,94 138,03 
Sumber: Hasil Ringkasan Pengolahan Data Sekunder 
 
 
Tabel 4.17 menunjukkan bahwa secara rerata dari tahun 
2003-2008, bagian penyusun PAD Kota Surakarta yang dapat 
dikategorikan efektif adalah dari sumber pajak daerah, retribusi 
daerah serta lain-lain PAD yang sah. Dikategorikan efektif 
karena rasio antara realisasi dengan target yang ditetapkan 
bernilai lebih besar dari 100%. Adapun bagi hasil laba usaha 
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daerah belum dapat dikategorikan efektif karena rasio 
efektivitasnya hanya mencapai 99,94%. 
g. Indikator Kinerja Pajak dan Retribusi 
Pos Pajak dan Retribusi merupakan pos yang 
memberikan sumbangan relatif besar terhadap PAD. Untuk 
mengetahui kinerja/kemampuan Pajak dan Retribusi dalam 
menghasilkan PAD, dapat diketahui dengan melihat besarnya 
Rasio Pengumpulan, Pertumbuhan, maupun Proporsi 
(Kontribusi) Pajak serta Retribusi Daerah. Semakin besar 
nilainya maka semakin besar pula kemampuan Pajak dan 
Retribusi Daerah dalam menghasilkan PAD. 
1) Rasio Pengumpulan (Collection Ratio) Pajak dan Retribusi 
diperoleh dari perbandingan antara realisasi penerimaan 
Pajak dan Retribusi dengan targetnya. Rasio pengumpulan 
ini digunakan untuk mengukur efektivitas realisasi 
penerimaan Pajak dan Retribusi di wilayah Kota Surakarta. 
 
Tabel 4.18 Rasio Pengumpulan Pajak Kota Surakarta Tahun 2003-
2008 
 
Tahun Maksimal Minimal 
Jenis Pajak Nilai (%) Jenis Pajak Nilai (%) 
2003 P. Restoran 104,10 P. Parkir 100,08 
2004 PPJ 103,24 P. Hiburan 100,23 
2005 P. Restoran 107,53 P. Parkir 100,66 
2006 PPJ 106,76 P. Reklame 99,74 
2007 P. Parkir 109,17 P. Hiburan 100,36 
2008 PPJ 103,12 P. Parkir 100,18 





Dari tabel 4.18 di atas dapat diketahui bahwa dalam kurun 
waktu 3 tahun, yakni tahun 2004, 2006, dan 2008, rasio 
pengumpulan pajak tertinggi dicapai oleh Pajak Penerangan 
Jalan (PPJ). Secara keseluruhan rasio pengumpulan 
tertinggi dari tahun 2003-2008 dicapai oleh pajak parkir 
pada tahun 2007 dengan nilai sebesar 109,17%. Tapi pada 
tahun 2003, 2005 dan 2008, rasio pengumpulan pajak 
parkir menjadi yang terendah dibandingkan pajak-pajak 
lainnya. Hanya ada satu jenis pajak yang dikategorikan 
belum efektif karena nilai rasionya yang masih dibawah 
100%, yakni pajak reklame dimana rasio pengumpulannya 
hanya sebesar 99,74% di tahun 2006. Ini menunjukkan 
bahwa target penerimaan pajak yang telah ditetapkan 
sebelumnya belum dapat tercapai. Akan tetapi pada tahun-











Tabel 4.19 Rasio Pengumpulan Retribusi Kota Surakarta Tahun 
2003-2008 
 
Tahun Maksimal Minimal 
Jenis Retribusi Nilai 
(%) 
Jenis Retribusi Nilai 
(%) 
2003 Penggantian Bea 
Cetak Peta 
155,15 Pemeriksaan Alat 
Pemdm Kebakaran 
47,85 
2004 JU. Penj. Prod. 
Usaha Daerah 
182,72 Ijin Gangguan 70,00 
2005 URHU 159,98 Ijin Usaha Industri 61,92 
2006 Ijin Usaha 
Perdagangan 
180,85 Ijin Trayek 24,72 
2007 Plynn Pncghn 
Bhy Kebakaran 
265,66 Ganti Biaya Cetak 
KTP dan Akte 
Capil 
68,51 
2008 Ijin Usaha Bid. 
Jasa Konstruksi 
215,33 Tanda Daftar 
Gudang 
45,46 
 Sumber: Hasil Ringkasan Pengolahan Data Sekunder 
 
 
Berbeda dengan pajak, rasio pengumpulan retribusi baik 
yang mencapai nilai tertinggi maupun yang terendah dari 
tahun 2003-2008 selalu berbeda. Jika dilihat secara 
keseluruhan, nilai tertinggi untuk rasio pengumpulan 
retribusi dicapai pada tahun 2007 dengan jenis retribusi 
pelayanan pencegahan bahaya kebakaran (265,66%). 
Sedangkan nilai terendah untuk rasio pengumpulan 
retribusi terjadi pada tahun 2006 dengan jenis retribusi ijin 
trayek, sebesar 24,72%. 
2) Analisis Pertumbuhan digunakan untuk mengetahui 
besarnya tingkat pertumbuhan masing-masing pos pajak 
dan retribusi daerah Kota Surakarta. 
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Tabel 4.20 Pertumbuhan Pajak Kota Surakarta Tahun 2003-2008 
 
Tahun Maksimal Minimal 
Jenis Pajak Nilai (%) Jenis Pajak Nilai (%) 
2004 P. Parkir 25,20 P. Hotel 1,44 
2005 P. Parkir 234,74 PPJ 0,63 
2006 P. Reklame 59,22 PPJ 16,15 
2007 P. Parkir 49,73 P. Reklame -6,79 
2008 P. Parkir 37,82 P. Reklame 2,50 
Sumber: Hasil Ringkasan Pengolahan Data Sekunder 
 
 
Pada tabel 4.20 menggambarkan bahwa pada tahun 2004, 
2005, 2007 dan tahun 2008 nilai pertumbuhan pajak 
tertinggi di Kota Surakarta dicapai oleh pajak parkir dengan 
nilai terbesarnya di tahun 2005 mencapai 234,74%. 
Sedangkan nilai pertumbuhan pajak tertinggi di tahun 2006 
dicapai oleh pajak reklame. Meski nilai pertumbuhannya 
tertinggi di tahun 2006, namun pada tahun 2007 dan 2008 
pajak reklame ini mengalami pertumbuhan yang paling 
minimal dibanding pajak-pajak lain, bahkan pada tahun 
2007 pertumbuhannya menjadi negatif, yakni -6,79%. 
Tabel 4.21 Pertumbuhan Retribusi Kota Surakarta Tahun 2003-2008 
 
Tahun Maksimal Minimal 
Jenis Retribusi Nilai  
(%) 
Jenis Retribusi Nilai 
(%) 
2004 Pemeriksaan Alat 
Pemdm Kebakaran 
71,68 Ganti Biaya Cetak KTP 
dan Akte Capil 
-26,22 
2005 Plynn Kshtn 
Hewan dan Ikan 
75,47 Penyeberangan di Atas 
Air 
-100,00 
2006 Tanda Daftar 
Gudang 
160,03 Penggantian Bea Cetak 
Peta 
-29,16 
2007 Ijin Trayek 380,57 -PKL 
-Kend. Umum (Sub 
Terminal) 
-100,00 
2008 IMB 85,81 Plynn Pncghn Bhy 
Kebakaran 
-37,05 
Sumber: Hasil Ringkasan Pengolahan Data Sekunder 
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Dari tabel tersebut di atas terlihat dari tahun ke tahun 
pertumbuhan masing-masing retribusi Kota Surakarta baik 
yang mencapai nilai tertinggi maupun yang terendah 
tidaklah sama. Secara keseluruhan pertumbuhan retribusi 
yang tertinggi dicapai pada tahun 2007 yakni retribusi ijin 
trayek dengan nilai pertumbuhan sebesar 380,57%. 
Sedangkan pertumbuhan retribusi yang terendah adalah 
retribusi penyeberangan di atas air di tahun 2005 dan 
retribusi PKL serta retribusi kendaraan umum (sub 
terminal) di tahun 2007 dengan nilai pertumbuhan -
100,00%. Tentu saja ini disebabkan pada tahun yang telah 
disebutkan tadi, retribusi tersebut sudah tidak diberlakukan 
lagi oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta dengan alasan-
alasan yang telah dipertimbangkan tentunya. 
3) Analisis Kontribusi digunakan untuk mengetahui besarnya 
tingkat kontribusi masing-masing pos pajak dan retribusi 
daerah Kota Surakarta terhadap total penerimaan pajak dan 
retribusi daerah. 
Tabel 4.22 Kontribusi Pajak Kota Surakarta Tahun 2003-2008 
 
Tahun Maksimal Minimal 
Jenis Pajak Nilai (%) Jenis Pajak Nilai (%) 
2003 PPJ 53,38 P. Parkir 0,24 
2004 PPJ 56,06 P. Parkir 0,27 
2005 PPJ 53,13 P. Parkir 0,87 
2006 PPJ 50,43 P. Parkir 1,02 
2007 PPJ 55,21 P. Parkir 1,32 
2008 PPJ 53,15 P. Parkir 1,61 




Berdasarkan tabel 4.22 di atas dapat diketahui bahwa besar 
kontribusi realisasi pajak terhadap total pajak Kota 
Surakarta dari tahun 2003-2008 yang terbesar adalah Pajak 
Penerangan Jalan (PPJ) dengan nilai maksimal di tahun 
2004 dengan kontribusi sebesar 56,06%. Sedangkan pajak 
dengan kontribusi terendah dari tahun 2003-2008 adalah 
pajak parkir. Meski nilai kontribusinya terhadap total pajak 
adalah terendah, tetapi dari tahun ke tahun nilai 
kontribusinya terus bertambah. 
 
Tabel 4.23 Kontribusi Retribusi Kota Surakarta Tahun 2003-2008 
 
Tahun Maksimal Minimal 
Jenis Pajak Nilai 
(%) 
Jenis Pajak Nilai 
(%) 
2003 Retribusi Pasar 31,27 Penyeberangan di 
Atas Air 
0,02 
2004 Retribusi Pasar 28,49 -Penyeberangan di 
Atas Air 
-Tnd Dftr Gudang 
0,02 
2005 Retribusi Pasar 30,84 Tnd Dftr Gudang 0,01 
2006 Retribusi Pasar 29,05 Tnd Dftr Gudang 0,03 
2007 Retribusi Pasar 31,23 Tnd Dftr Gudang 0,03 
2008 Retribusi Pasar 28,27 -Tnd Dftr Gudang 
-Plynn Pncghn 
 Bhy Kebakaran 
0,02 
Sumber: Hasil Ringkasan Pengolahan Data Sekunder 
 
Dari tabel tersebut di atas tampak bahwa dari tahun 2003-
2008 jenis retribusi yang memberikan kontribusi terbesar 
terhadap total retribusi Kota Surakarta adalah retribusi 
pasar. Hal ini karena di wilayah Kota Surakarta terdapat 
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banyak pasar, antara lain pasar Legi dan pasar Gedhe (pasar 
induk), pasar Harjo Daksino dan pasar Klewer (pusat 
sandang), pasar Windu Jenar (barang antik), dan lain 
sebagainya. Dengan banyaknya pedagang di dalam pasar-
pasar tersebut, maka akan memperbesar nilai penerimaan 
retribusi daerah dan berdampak pada meningkatnya PAD 
Kota Surakarta. 
Untuk retribusi yang memiliki kontribusi terendah terhadap 
total retribusi Kota Surakarta tahun 2003 dan 2004 adalah 
retribusi penyeberangan di atas air. Karena kontribusinya 
yang rendah dan kurang sesuai dengan kondisi geografis 
(SDA) di Kota Surakarta, akhirnya mulai tahun 2005 
retribusi ini dihapuskan. Sedangkan dari tahun 2004-2008 
retribusi tanda daftar gudang selalu memiliki kontribusi 
terendah terhadap total retribusi Kota Surakarta. 
 
Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan dan kontribusi 
(proporsi) masing-masing pajak dan retribusi daerah di atas, 
dapat diketahui apakah masing-masing pos pajak dan retribusi 
daerah tersebut termasuk dalam kategori Prima, Potensial, 
Berkembang atau Terbelakang. Untuk perhitungan potensinya 




Tabel 4.24   Matriks Potensi Jenis Pajak atau Retribusi 
 




























Catatan:     Xi = Jenis Pajak atau Retribusi Daerah 
 
Sumber : Mulyanto (2001). Identifikasi dan Analisis Potensi Penerimaan 




Setelah dilakukan penghitungan dari tiap-tiap pos pajak 
dan retribusi daerah, maka berdasarkan matriks potensinya 
didapatkan hasil sebagai berikut: 
 
  Tabel 4.25 Matriks Potensi Pajak Kota Surakarta 
 
Jenis Pajak Kategori 
Pajak Hotel Berkembang 
Pajak Restoran Berkembang 
Pajak Hiburan Berkembang 
Pajak Reklame Terbelakang 
Pajak Penerangan Jalan Potensial 
Pajak Parkir Berkembang 
Sumber: Hasil Ringkasan Pengolahan Data Sekunder 
 
 
Jenis pajak yang dikategorikan berkembang adalah 
pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan serta pajak parkir. Ini 
disebabkan karena rasio pertumbuhan pajak-pajak tersebut 
terhadap pertumbuhan total pajak bernilai lebih dari 1 akan tetapi 
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rasio proporsinya terhadap rerata proporsi tiap-tiap pajak kurang 
dari 1. untuk pajak yang dikategorikan potensial adalah pajak 
penerangan jalan (PPJ). Dikatakan potensial karena rasio 
pertumbuhan PPJ terhadap pertumbuhan total pajak bernilai 
kurang dari 1, tetapi sebaliknya rasio proporsinya terhadap rerata 
proporsi tiap-tiap pajak sebesar 3,19 (lebih dari 1). Sedangkan 
pos pajak yang dikategorikan terbelakang adalah pajak reklame 
karena rasio pertumbuhannya terhadap pertumbuhan total pajak 
dan rasio proporsinya terhadap rerata proporsi tiap-tiap pajak 
hanya bernilai 0,19 dan 0,45 (kurang dari 1). 
 Tabel 4.26 Matriks Potensi Retribusi Kota Surakarta 
 
Jenis Retribusi Kategori 
Ret. Plynn Persampahan/Kebersihan Potensial 
Ret. JU.Pemakaian Kekayaan Daerah Prima 
Ret. Penyeberangan di Atas Air - 
Ret. Plynn Kesehatan Hewan dan Ikan Terbelakang 
Ret. JU. Penjualan Prod. Usaha Dae. Terbelakang 
Ret. JU. Rumah Potong Hewan Terbelakang 
Ret. Tanda Daftar Perusahaan Berkembang 
Ret. Tanda Daftar Gudang Terbelakang 
Ret. Ijin Usaha Industri Terbelakang 
Ret. Ijin Usaha Perdagangan Berkembang 
Ret. Pasar Potensial 
Ret. PKL - 
Ret. Plynn Kesehatan Potensial 
Ret. Penggantian Bea Cetak Peta Berkembang 
Ret. IMB Prima 
Ret. Pemeriksaan Alat Pemdm Kbkrn Terbelakang 
Ret. Pengujian Kend. Bermotor Terbelakang 
Ret. Ijin Trayek Terbelakang 
Ret. Dispensasi melalui Jln Kota Terbelakang 
Ret. Kend. Umum (Sub Terminal) - 
Ret. Plynn Parkir Tepi Jln Umum Potensial 
Ret. JU. Terminal Potensial 
Ret. Plynn Pemakaman Terbelakang 
Ret. Ijin Gangguan Terbelakang 
Ret. Ganti Biaya Ctk KTP dan Akte Capil Berkembang 
Ret. JU. Tempat Penginapan Terbelakang 
Ret. Tempat Rekreasi dan OR Terbelakang 
Ret. URHU Berkembang 
Ret. Penyediaan Usaha Pariwisata Terbelakang 
Ret. Plynn Pncghn Bhy Kebakaran Terbelakang 
Ret. Ijin Usaha Bid. Jasa Konstruksi Terbelakang 
 Sumber: Hasil Ringkasan Pengolahan Data Sekunder 
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Dari tabel tersebut terlihat bahwa hanya ada 2 jenis 
retribusi yang masuk dalam kategori prima yaitu retribusi jasa 
usaha pemakaian kekayaan daerah dan retribusi IMB. Adapun 
yang termasuk kategori potensial adalah retribusi pelayanan 
persampahan/kebersihan, retribusi pasar, retribusi pelayanan 
kesehatan, retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum dan 
retribusi jasa usaha terminal. Jenis retribusi yang masuk kategori 
berkembang ialah retribusi tanda daftar perusahaan, retribusi ijin 
usaha perdagangan, retribusi penggantian bea cetak peta, 
retribusi ganti biaya cetak KTP dan akte capil, retribusi usaha 
rekreasi dan hiburan umum (URHU) serta retribusi ijin usaha 
bidang jasa konstruksi. Adapun selain retribusi-retribusi yang 
telah disebutkan di atas, kecuali retribusi penyeberangan di atas 
air, retribusi PKL dan retribusi kendaraan umum (sub terminal), 
termasuk dalam kategori terbelakang. 
  h. Kemandirian Keuangan Daerah dan Pola Hubungan 
Kemandirian keuangan daerah menunjukkan 
kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri 
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 
kepada masyarakat. Kemandirian keuangan daerah dapat juga 
menggambarkan sampai seberapa besar tingkat ketergantungan 
finansial Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat. 
Kemandirian keuangan daerah Kota Surakarta dihitung dengan 
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membandingkan penerimaan PAD terhadap penerimaan Bantuan 
dan Sumbangan Daerah. 
Mengenai pola hubungan keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah, ada 4 hubungan situasional yang 
dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah (Paul 
Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Abdul halim 2004: 188), 
yaitu: 1) Pola Hubungan Instruktif, dimana peranan Pemerintah 
Pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah 
(daerah yang tidak mampu melakasanakan otonomi daerah), 2) 
Pola Hubungan Konsultatif, dimana campur tangan Pemerintah 
Pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit 
lebih mampu melaksanakan otonomi, 3) Pola Hubungan 
Partisipatif, dimana peran Pemerintah Pusat semakin berkurang, 
mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya 
mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah. 4) Pola 
Hubungan Delegatif, dimana campur tangan Pemerintah Pusat 
sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan 
mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah. 
Bertolak dari teori di atas, karena adanya potensi 
Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) 
yang berbeda akan menyebabkan perbedaan dalam tingkat 
kemandirian daerah dan pola hubungan antar daerah terhadap 
Pemerintah Pusat. Sebagai pedoman dalam melihat hubungan 
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dengan kemampuan daerah dari sisi keuangannya dapat dilihat 
dari tabel berikut: 
 








 Sumber:  Abdul Halim. 2004. "Bunga Rampai Manajemen Keuangan 
Daerah", Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Hal. 
189. 
  
Menurut hasil perhitungan tingkat kemandirian daerah 
Kota Surakarta dari tahun 2003-2008 dapat dilihat pada tabel 
4.28 berikut: 
 
Tabel 4.28 Tingkat Kemandirian, Kemampuan Keuangan dan Pola 
Hubungan Kota Surakarta Selama Kurun Waktu 2003-
2008 
 
Tahun Rs. Kemandirian Kemamp. Keuangan Pola Hubungan 
2003 19,69 Rendah Sekali Instruktif 
2004 22,06 Rendah Sekali Instruktif 
2005 24,45 Rendah Sekali Instruktif 
2006 19,96 Rendah Sekali Instruktif 
2007 19,39 Rendah Sekali Instruktif 
2008 17,54 Rendah Sekali Instruktif 
Rerata 20,52 Rendah Sekali Instruktif 
Sumber: Hasil Ringkasan Pengolahan Data Sekunder 
 
 
Dari tabel di atas terlihat bahwa kemandirian daerah 
Kota Surakarta dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk 
melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan 
Kemampuan Keuangan Kemandirian (%) Pola Hubungan 
Rendah Sekali 0-25 Instruktif 
Rendah 25-50 Konsultatif 
Sedang 50-75 Partisipatif 
Tinggi 75-100 Delegatif 
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pelayanan sosial masyarakat masih sangat rendah dan bahkan 
dari tahun 2006 sampai tahun 2008 cenderung mengalami 
penurunan. Karena nilai rata-ratanya yang menunjukkan 
prosentase di bawah 25%, ini berarti Kota Surakarta memiliki 
pola hubungan yang bersifat instruktif terhadap pemerintah 
pusat, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan 























A.    Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, 
dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Analisis Deskriptif 
a. Pertumbuhan APBD 
Perhitungan APBD Kota Surakarta dari tahun 2003 
sampai dengan tahun 2007 memperlihatkan adanya surplus 
anggaran yang berfluktuasi. Sedangkan pada tahun 2008 justru 
terjadi defisit anggaran karena prosentase peningkatan jumlah 
belanja (29,20%) yang lebih besar daripada prosentase 
peningkatan pendapatan daerah yang hanya sebesar 24,91%. 
b. Kontribusi PAD terhadap APBD 
Dari tahun 2003-2005, kontribusi PAD terhadap 
APBD terus mengalami peningkatan. Namun sebaliknya, dari 
tahun 2006-2008 kontribusinya semakin menurun. Hal ini 
menunjukkan semakin besarnya kontribusi selain PAD dalam 
menyumbang pendapatan daerah, misalnya saja bantuan dari 





2. Analisis Kuantitatif 
a. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) 
Dari perhitungan DDF, yakni rasio antara PAD, 
BHPBP dan SBD terhadap TPD, menunjukkan bahwa secara 
rerata dari tahun 2003-2008 nilai kontribusi SBD terhadap TPD 
lebih dominan, bahkan lebih dari 50% jika dibandingkan 
kontribusi PAD dan BHPBP terhadap TPD. Hal ini 
mengindikasikan ketergantungan Pemerintah Daerah Kota 
Surakarta terhadap Pemerintah Pusat sangat tinggi sehingga 
belum ada kemandirian. 
b. Derajat Otonomi Fiskal (DOF) 
DOF Kota Surakarta yang menunjukkan kemampuan 
Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam membiayai sendiri 
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 
kepada masyarakat cenderung mengalami penurunan dari tahun 
2006 sampai dengan tahun 2008. Jika dilihat reratanya, 
besarnya DOF Kota Surakarta adalah 14,58%. Ini 
menunjukkan kemampuan keuangan Kota Surakarta yang 
masih rendah. 
c. Kebutuhan Fiskal (Fiscal Need) 
Kebutuhan fiskal Kota Surakarta yang 
menggambarkan seberapa besar kebutuhan perkapita 
penduduknya adalah sebesar 60,88. Angka tersebut juga 
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menunjukkan bahwa kebutuhan fiskal Kota Surakarta 61 kali 
lebih besar dari rata-rata kebutuhan standar se-Jateng. 
d. Kapasitas Fiskal (Fiscal Capacity) 
Seberapa besar usaha dari suatu daerah yang 
diwujudkan dalam PDRB untuk memenuhi semua 
kebutuhannya tercermin dalam nilai kapasitas fiskal daerah 
tersebut. Kapasitas fiskal Kota Surakarta adalah sebesar 51,72. 
Jika dibandingkan, nilai kapasitas fiskal ini lebih kecil dari 
kebutuhan fiskalnya (51,72 : 60,88). Dan diharapkan selisih 
kurangnya dapat ditutup melalui mekanisme transfer dari 
pemerintah pusat. Dengan demikian Kota Surakarta masih 
mempunyai ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. 
e.    Upaya/Posisi Fiskal (Tax Effort) 
Hasil perhitungan posisi fiskal Kota Surakarta dengan 
mencari koefisien elastisitas PAD terhadap PDRB dengan rata-
rata pertumbuhan selama kurun waktu tertentu menunjukkan 
bahwa dengan menggunakan PDRB ADHK, laju pertumbuhan 
PDRB berpengaruh terhadap peningkatan PAD, yakni bila 
PDRB naik 1% maka PAD akan meningkat sebesar 2,42%. 
Adapun bila menggunakan PDRB ADHB, pengaruh laju 
pertumbuhan PDRB terhadap peningkatan PAD adalah sebesar 
1,02%. Artinya, bila PDRB naik 1%, PAD juga akan 
meningkat sebesar 1,02%. 
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f. Rasio Efektivitas PAD 
Berdasarkan reratanya, pos-pos bagian penyusun 
PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah serta lain-
lain PAD yang sah, dapat dikategorikan efektif karena rasio 
antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya 
lebih besar dari 100%. Sedangkan bagian penyusun PAD yang 
berupa laba perusahaan daerah secara rerata dari tahun 2003-
2008 belum dapat dikategorikan efektif karena hasil rasionya 
hanya sebesar 99,94%. 
g. Indikator Kinerja Pajak dan Retribusi Daerah 
Berdasarkan hasil perhitungan tingkat pertumbuhan 
dan nilai proporsi dari tiap-tiap pos pajak/retribusi terhadap 
total pajak maupun retribusi dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut: 
1) Pajak Daerah 
Jenis pajak yang termasuk kategori: 
● Berkembang: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan 
dan pajak parkir. 
● Potensial: pajak penerangan jalan (PPJ). 
● Terbelakang: pajak reklame. 
2)   Retribusi Daerah 
Jenis retribusi yang termasuk kategori: 
● Prima: retribusi JU. pemakaian kekayaan daerah dan 
retribusi IMB. 
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●  Berkembang: retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP), 
retribusi Ijin Usaha Perdagangan (IUP), retribusi 
penggantian bea cetak peta, retribusi ganti biaya cetak 
KTP dan akte capil, retribusi Usaha Rekreasi dan 
Hiburan Umum (URHU) serta retribusi ijin usaha 
bidang jasa konstruksi. 
● Potensial: retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, 
retribusi pasar, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi 
pelayanan parkir tepi jalan umum dan retribusi JU. 
terminal. 
● Terbelakang: retribusi pelayanan kesehatan hewan dan 
ikan, retribusi JU. penjualan produksi usaha daerah, 
retribusi JU. rumah potong hewan, retribusi Tanda 
Daftar Gudang (TDG), retribusi ijin usaha industri, 
retribusipemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi 
pengujian kendaraan bermotor, retribusi ijin trayek, 
retribusi dispensasi melalui jalan kota, retribusi 
pelayanan pemakaman, retribusi ijin gangguan, retribusi 
JU. tempat penginapan, retribusi tempat rekreasi dan 
olahraga, retribusi penyediaan usaha pariwisata serta 
retribusi pelayanan pencegahan bahaya kebakaran. 
h. Kemandirian Keuangan Daerah 
Rasio kemandirian daerah yang menggambarkan 
sampai seberapa besar tingkat ketergantungan finansial 
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pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, diperoleh 
dengan membandingkan penerimaan PAD terhadap 
penerimaan Bantuan dan Sumbangan Daerah. Dari tahun 2003-
2008, rerata perhitungan rasio kemandirian Kota Surakarta 
menghasilkan nilai 20,52%. Karena nilainya yang berada di 
antara 0%-25%, maka Kota Surakarta dianggap memiliki 
kemampuan keuangan yang rendah sekali dan mempunyai pola 
hubungan instruktif terhadap pemerintah pusat, yang mana 
ketergantungan finansial terhadap pemerintah pusat masih 
sangat tinggi dibandingkan kemandirian daerahnya. 
B. Saran 
                 Dari hasil kesimpulan yang telah diuraikan di atas, saran yang 
dapat diambil terkait dengan studi Analisis Kemampuan Keuangan Daerah 
dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Surakarta adalah sebagai 
berikut: 
1. Upaya pengoptimalan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber 
PAD yang potensial masih sangat diperlukan dalam rangka 
mewujudkan eksistensi kemandirian daerah Kota Surakarta, 
khususnya dalam bidang fiskal. 
2. Menciptakan daya tarik dan iklim yang kondusif bagi investor baik 
lokal maupun asing guna menanamkan modalnya di Kota Surakarta 
sehingga dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah dan 
meningkatnya PDRB. Jika PDRB meningkat, maka pendapatan 
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perkapita masyarakat meningkat dan akhirnya berdampak pada 
meningkatnya kemampuan masyarakat untuk membayar pajak. 
3. Perusahaan daerah (BUMD) yang merupakan salah satu sumber 
pemasok dana ke kas daerah harus lebih profesional dalam 
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TABEL 1. Pertumbuhan APBD Kota Surakarta   
    
Tahun Pendapatan Dae Belanja Dae Surplus/Defisit 
2003 356,483,584,894 351,968,337,094 4,515,247,800 
2004 365,556,054,867 328,310,675,595 37,245,379,272 
2005 373,629,925,759 340,095,169,168 33,534,756,591 
2006 510,880,033,618 470,560,732,279 40,319,301,339 
2007 601,429,870,735 588,297,504,608 13,132,366,127 
2008 751,268,361,957 760,080,852,467 -8,812,490,510 
 
TABEL 2.Kontribusi PAD terhadap Total Penerimaan APBD 
    
Tahun PAD APBD Kontribusi (%) 
2003 54,815,684,238 356,483,584,894 15.38 
2004 59,782,969,233 365,556,054,867 16.35 
2005 66,086,575,400 373,629,925,759 17.69 
2006 78,637,865,549 510,880,033,618 15.39 
2007 89,430,977,982 601,429,870,735 14.87 
2008 102,929,501,970 751,268,361,957 13.70 
Rerata 15.56 
 
TABEL 3. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Kota Surakarta 
Tahun 2003-2008    
        
Tahun PAD BHPBP SBD TPD 
DDF (%) 
PAD/TPD BHPBP/TPD SBD/TPD 
2003 54,815,684,238 23,271,992,585 278,395,908,071 356,483,584,894 15.38 6.53 78.10 
2004 59,782,969,233 34,818,451,366 270,954,634,268 365,556,054,867 16.35 9.52 74.12 
2005 66,086,575,400 37,250,121,362 270,293,228,997 373,629,925,759 17.69 9.97 72.34 
2006 78,637,865,549 38,242,498,936 393,999,669,133 510,880,033,618 15.39 7.49 77.12 
2007 89,430,977,982 50,878,370,323 461,120,522,430 601,429,870,735 14.87 8.46 76.67 
2008 102,929,501,970 61,481,691,439 586,857,168,548 751,268,361,957 13.70 8.18 78.12 
Rerata 15.56 8.36 76.08 
 
TABEL 4. Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Kota Surakarta  
     
Tahun Pajak Daerah Retribusi Daerah Total Belanja DOF (%) 
2003 24,656,997,669 26,678,119,563 351,968,337,094 14.59 
2004 27,395,764,287 28,485,132,866 328,310,675,595 17.02 
2005 29,089,219,883 30,361,979,611 340,095,169,168 17.48 
2006 35,702,606,248 31,738,906,507 470,560,732,279 14.33 
2007 41,404,082,034 33,359,233,949 588,297,504,608 12.71 





TABEL 5. Kebutuhan Fiskal (Fiscal Need/KbF) Kota Surakarta Tahun 2003-
2008   
       





2003 12,629,498,829,000 351,968,337,094 32,052,840 497,234 11257.75 62.88 
2004 10,853,431,359,000 328,310,675,595 32,397,431 510,711 9571.69 67.16 
2005 12,941,280,597,000 340,095,169,168 32,908,850 534,540 11235.61 56.63 
2006 17,135,902,324,000 470,560,732,279 32,177,730 512,898 15215.41 60.30 
2007 22,521,330,320,000 588,297,504,608 32,380,279 515,372 19872.18 57.44 





TABEL 7. Upaya/Posisi Fiskal (Tax Effort) Kota 
Surakarta Tahun 2003-2008    
       
Tahun PAD 
%  
Δ PAD PDRB HK 
% 
Δ PDRB HK PDRB HB 
% 
 Δ PDRB HB 
2003 54,815,684,238 - 3,468,276,940,000 - 4,251,845,600,000 - 
2004 59,782,969,233 9.06 3,669,373,450,000 5.80 4,756,559,520,000 11.87 
2005 66,086,575,400 10.54 3,858,169,660,000 5.15 5,585,776,840,000 17.43 
2006 78,637,865,549 18.99 4,067,529,940,000 5.43 6,190,112,550,000 10.82 
2007 89,430,977,982 13.73 4,304,287,370,000 5.82 6,909,094,570,000 11.62 
2008 102,929,501,970 15.09 4,549,342,950,000 5.69 7,901,886,060,000 14.37 







TABEL 6. Kapasitas Fiskal (Fiscal Capacity/KaF) Kota Surakarta Tahun 2003-2008   
       
Tahun PDRB HB Jateng PDRB HB SKA 
Penddk  





2003 171,881,877,040,000 4,251,845,600,000 32,052,840 497,234 153212.97 55.81 
2004 193,435,263,050,000 4,756,559,520,000 32,397,431 510,711 170591.36 54.60 
2005 234,435,323,310,000 5,585,776,840,000 32,908,850 534,540 203536.50 51.34 
2006 281,996,709,110,000 6,190,112,550,000 32,177,730 512,898 250392.08 48.20 
2007 312,428,807,090,000 6,909,094,570,000 32,380,279 515,372 275678.21 48.63 




TABEL 8. Rasio Efektifitas PAD Kota Surakarta Tahun  
2003-2008   
      









2003 Target 24,194,000,000 26,280,114,000 664,397,000 2,117,971,905 
  Realisasi 24,656,997,669 26,678,119,563 664,397,000 2,816,170,006 
  Rs. Efektivitas 101.91 101.51 100.00 132.97 
2004 Target 26,800,000,000 28,182,266,408 1,027,123,900 2,877,126,925 
  Realisasi 27,395,764,287 28,485,132,866 1,027,123,900 2,874,948,180 
  Rs. Efektivitas 102.22 101.07 100.00 99.92 
2005 Target 28,264,398,621 28,652,693,200 4,991,627,636 693,365,000 
  Realisasi 29,089,219,883 30,361,979,611 5,209,569,478 1,425,806,428 
  Rs. Efektivitas 102.92 105.97 104.37 205.64 
2006 Target 34,490,000,000 32,206,012,000 3,369,620,000 4,643,808,000 
  Realisasi 35,702,606,248 31,738,906,507 3,369,621,135 7,826,731,659 
  Rs. Efektivitas 103.52 98.55 100.00 168.54 
2007 Target 39,465,953,000 33,969,651,000 3,587,102,000 11,011,673,000 
  Realisasi 41,404,082,034 33,359,233,949 3,683,560,530 10,984,101,469 
  Rs. Efektivitas 104.91 98.20 102.69 99.75 
2008 Target 45,781,000,000 35,575,696,100 4,393,805,000 10,449,399,900 
  Realisasi 46,855,622,021 39,325,240,832 4,067,242,953 12,681,396,164 
  Rs. Efektivitas 102.35 110.54 92.57 121.36 
Rerata Rs. Efektivitas 102.97 102.64 99.94 138.03 
 
 
TABEL 9. Target dan Realisasi Pajak Kota Surakarta 
Tahun  
2003-2008     
         
Tahun   
Klasifikasi Jenis Pajak 
Total P. Hotel P. Restoran P. Hiburan P. Reklame PPJ P. Parkir 
2003 Target 3,334,000,000 4,000,000,000 2,000,000,000 1,800,000,000 13,000,000,000 60,000,000 24,194,000,000 
  Realisasi 3,458,368,963 4,164,044,593 2,007,544,227 1,804,690,293 13,162,299,593 60,050,000 24,656,997,669 
2004 Target 3,500,000,000 4,250,000,000 2,100,000,000 2,000,000,000 14,875,000,000 75,000,000 26,800,000,000 
  Realisasi 3,508,030,634 4,334,169,371 2,104,804,295 2,015,892,093 15,357,687,894 75,180,000 27,395,764,287 
2005 Target 3,500,000,000 4,400,000,000 2,700,000,000 2,279,720,956 15,134,677,665 250,000,000 28,264,398,621 
  Realisasi 3,595,767,048 4,731,154,369 2,737,865,634 2,319,096,340 15,453,676,492 251,660,000 29,089,219,883 
2006 Target 4,200,000,000 5,725,000,000 3,700,000,000 3,702,000,000 16,813,000,000 350,000,000 34,490,000,000 
  Realisasi 4,202,494,848 5,779,781,864 3,714,192,086 3,692,440,678 17,949,141,972 364,554,800 35,702,606,248 
2007 Target 4,384,000,000 6,000,000,000 3,944,000,000 3,416,000,000 21,221,953,000 500,000,000 39,465,953,000 
  Realisasi 4,403,515,967 6,193,638,884 3,958,358,031 3,441,757,063 22,860,946,389 545,865,700 41,404,082,034 
2008 Target 5,200,000,000 7,500,000,000 4,730,000,000 3,450,000,000 24,150,000,000 751,000,000 45,781,000,000 




TABEL 10. Rasio Pengumpulan Pajak Kota Surakarta Tahun 2003-2008   
       
Tahun 








Reklame PPJ P. Parkir 
2003 103.73 104.10 100.38 100.26 101.25 100.08 
2004 100.23 101.98 100.23 100.79 103.24 100.24 
2005 102.74 107.53 101.40 101.73 102.11 100.66 
2006 100.06 100.96 100.38 99.74 106.76 104.16 
2007 100.45 103.23 100.36 100.75 107.72 109.17 
2008 100.26 101.96 101.74 102.26 103.12 100.18 
Rerata 101.24 103.29 100.75 100.92 104.03 102.42 
 
 
TABEL 11. Pertumbuhan Pajak dan Proporsi Jenis Pajak terhadap Total Pajak Kota 
Surakarta Tahun 2003-2008  
        
Tahun   











2003 Pertumbuhan - - - - - - 
  Proporsi 14.03 16.89 8.14 7.32 53.38 0.24 
2004 Pertumbuhan 1.44 4.09 4.84 11.70 16.68 25.20 
  Proporsi 12.81 15.82 7.68 7.36 56.06 0.27 
2005 Pertumbuhan 2.50 9.16 30.08 15.04 0.63 234.74 
  Proporsi 12.36 16.26 9.41 7.97 53.13 0.87 
2006 Pertumbuhan 16.87 22.16 35.66 59.22 16.15 44.86 
  Proporsi 11.77 16.19 10.40 10.34 50.27 1.02 
2007 Pertumbuhan 4.78 7.16 6.57 -6.79 27.37 49.73 
  Proporsi 10.64 14.96 9.56 8.31 55.21 1.32 
2008 Pertumbuhan 18.39 23.47 21.57 2.50 8.93 37.82 
  Proporsi 11.13 16.32 10.27 7.53 53.15 1.61 
Rerata Pertumbuhan 8.80 13.21 19.75 16.34 13.95 78.47 
  Proporsi 12.12 16.07 9.25 8.14 53.53 0.89 
 
 
TABEL 12. Matriks Potensi Pajak Kota 
Surakarta    
      
Jenis Pajak Pertumbuhan Proporsi ∆pjk/∆totalpjk prop.pjk/rerata Kategori 
P. Hotel 18.39 11.13 1.40 0.67 berkembang 
P. Restoran 23.47 16.32 1.78 0.98 berkembang 
P. Hiburan 21.57 10.27 1.64 0.62 berkembang 
P. Reklame 2.50 7.53 0.19 0.45 terbelakang 
PPJ 8.93 53.15 0.68 3.19 potensial 
P. Parkir 37.82 1.61 2.87 0.10 berkembang 





TABEL 13. Target Retribusi Kota Surakarta Tahun 2003-2008     
       
Klasifikasi Jenis Retribusi 
Tahun 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Ret. Plynn Persmphn/Kbrshn 1,760,000,000 2,078,000,000 2,197,000,000 2,860,000,000 2,893,000,000 3,343,000,000 
Ret. JU. Pem. Kekayaan Dae 2,737,471,000 2,830,919,000 2,757,926,800 3,899,592,000 3,967,981,000 5,004,231,000 
Ret. Penyeberangan di Atas Air 5,000,000 5,000,000 0 0 0 0 
Ret. Plynn Kshtn Hewan & Ikan 0 20,000,000 25,000,000 35,000,000 40,000,000 35,000,000 
Ret. JU. Penj. Prod. Usaha Dae 10,000,000 9,000,000 15,000,000 18,920,000 30,532,000 24,200,000 
Ret. JU. Rmh Potong Hewan 271,000,000 369,828,000 415,000,000 420,000,000 422,000,000 368,028,000 
Ret. Tanda Daftar Perusahaan 0 65,000,000 65,000,000 65,100,000 105,000,000 118,150,000 
Ret. Tanda Daftar Gudang 0 6,000,000 6,000,000 6,000,000 15,000,000 20,800,000 
Ret. Ijin Usaha Industri 0 65,000,000 65,000,000 65,000,000 67,000,000 76,700,000 
Ret. Ijin Usaha Perdagangan 0 164,000,000 164,000,000 167,900,000 268,000,000 285,350,000 
Ret. Pasar 7,983,000,000 8,394,600,000 8,779,500,000 9,107,020,000 9,927,000,000 10,251,700,000 
Ret. PKL 150,000,000 150,015,000 155,000,000 155,000,000 0 0 
Ret. Plynn Kesehatan 1,850,000,000 2,000,000,000 2,200,000,000 2,312,359,000 2,820,000,000 2,121,950,000 
Ret. Penggantian Bea Cetak Peta 300,000,000 700,000,000 750,000,000 590,406,000 590,406,000 590,406,000 
Ret. IMB 2,857,250,000 3,212,337,500 2,754,823,400 2,759,594,000 2,999,594,000 3,499,594,000 
Ret. Pemeriks. Alt Pemdm 
Kebkrn 51,185,000 41,795,000 39,915,000 80,000,000 75,850,000 82,000,000 
Ret. Pengujian Kend. Bermotor 1,155,000,000 1,020,252,950 1,046,468,000 1,175,387,000 1,054,723,000 1,054,723,000 
Ret. Ijin Trayek 15,000,000 26,356,250 34,910,600 161,600,000 186,600,000 186,600,000 
Ret. Dispensasi mell Jln Kota 252,168,000 265,000,000 323,023,000 481,450,000 506,450,000 506,450,000 
Ret. Kend. Umum (sub terminal) 185,852,000 195,144,800 209,930,400 172,801,000 0 0 
Ret. Plynn Parkir Tepi Jl. Umum 1,198,168,000 1,185,879,912 1,326,793,000 2,000,000,000 1,905,000,000 1,905,000,000 
Ret. JU. Terminal 3,350,000,000 3,350,000,000 3,460,000,000 3,460,000,000 3,834,677,000 3,882,677,000 
Ret. Plynn Pemakaman 83,720,000 83,720,000 83,720,000 85,660,000 88,660,000 88,660,000 
Ret. Ijin Gangguan 540,000,000 550,000,000 478,000,000 700,000,000 885,000,000 909,000,000 
Ret. Ganti Bea Ctk KTP&Akte 
Capil 1,063,000,000 928,118,000 850,683,000 862,899,000 715,253,000 715,253,000 
Ret. JU.Penginapn/Villa 25,500,000 25,500,000 25,900,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 
Ret. JU. Tmpt Rekre. & O.R 390,800,000 395,799,996 399,050,000 387,774,000 382,125,000 321,224,100 
Ret. Ush Rekre.Hbrn Umum 
(URHU) 46,000,000 45,000,000 25,050,000 36,550,000 36,550,000 40,000,000 
Ret. Peny. Usaha Pariwisata 0 0 0 90,000,000 24,100,000 20,000,000 
Ret. Plynn Pncghn Bhy Kbkrn 0 0 0 0 4,150,000 0 
Ret. Ijin Ush Bid Js Konstruksi 0 0 0 0 75,000,000 75,000,000 














TABEL 14. Realisasi Retribusi Kota Surakarta Tahun 
2003-2008     
       
Klasifikasi Jenis Retribusi 
Tahun 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Ret. Plynn Persmphn/Kbrshn 1,816,343,814 2,095,314,418 2,350,877,254 2,927,579,995 2,965,836,560 3,442,301,099 
Ret. JU. Pem. Kekayaan Dae 2,766,828,370 2,814,586,210 2,809,419,070 3,861,673,577 3,988,769,898 5,145,802,156 
Ret. Penyeberangan di Atas Air 5,075,875 5,625,000 0 0 0 0 
Ret. Plynn Kshtn Hewan & Ikan 0 15,197,500 26,666,500 33,750,000 33,193,500 35,376,500 
Ret. JU. Penj. Prod. Usaha Dae 15,100,000 16,445,000 17,816,000 20,920,000 32,002,000 27,660,000 
Ret. JU. Rmh Potong Hewan 273,301,900 386,356,850 386,900,700 420,190,250 422,117,050 374,888,950 
Ret. Tanda Daftar Perusahaan 0 65,015,000 63,420,000 116,155,000 90,640,000 108,904,000 
Ret. Tanda Daftar Gudang 0 6,270,000 3,990,000 10,375,000 11,166,000 9,455,000 
Ret. Ijin Usaha Industri 0 66,324,000 40,251,000 56,909,000 59,594,000 59,496,000 
Ret. Ijin Usaha Perdagangan 0 165,975,050 205,321,100 303,649,000 306,022,400 368,438,200 
Ret. Pasar 8,341,932,424 8,116,155,374 9,363,095,024 9,220,327,749 10,416,667,323 11,117,527,764 
Ret. PKL 150,306,400 150,449,200 155,206,400 155,107,000 0 0 
Ret. Plynn Kesehatan 1,799,047,410 2,697,494,750 3,039,360,013 2,958,051,600 3,095,780,500 3,405,670,033 
Ret. Penggantian Bea Cetak Peta 465,458,400 716,566,950 659,260,550 467,049,300 485,651,800 892,698,100 
Ret. IMB 2,858,304,650 3,284,350,500 2,930,543,650 2,446,133,765 2,646,979,865 4,918,483,173 
Ret. Pemeriks. Alt Pemdm 
Kebkrn 24,490,000 42,045,000 41,115,000 80,500,000 69,575,000 75,510,000 
Ret. Pengujian Kend. Bermotor 991,066,500 1,017,355,400 1,003,518,500 1,025,309,500 1,027,964,000 1,030,419,000 
Ret. Ijin Trayek 19,568,600 27,845,800 40,485,900 39,953,200 192,001,500 195,089,400 
Ret. Dispensasi mell Jln Kota 268,662,500 269,725,000 363,920,500 499,063,500 535,302,500 516,164,500 
Ret. Kend. Umum (sub terminal) 188,891,350 195,145,650 208,266,100 183,386,050 0 0 
Ret. Plynn Parkir Tepi Jl. Umum 1,193,765,450 1,191,618,576 1,327,671,000 1,800,083,600 1,915,723,800 1,911,928,700 
Ret. JU. Terminal 3,319,436,410 3,351,352,130 3,306,002,860 3,018,570,080 3,091,917,590 3,291,679,200 
Ret. Plynn Pemakaman 84,330,000 81,330,000 83,850,000 87,990,000 89,590,000 81,920,000 
Ret. Ijin Gangguan 521,626,662 385,003,296 582,785,390 853,847,817 727,500,481 731,931,593 
Ret. Ganti Bea Ctk KTP&Akte 
Capil 1,083,203,000 799,195,500 894,548,000 596,699,000 490,045,500 843,822,000 
Ret. JU.Penginapn/Villa 25,073,500 25,673,500 26,385,500 46,573,000 47,111,500 44,019,000 
Ret. JU. Tmpt Rekre. & O.R 421,381,348 451,012,212 391,478,600 382,859,524 400,706,182 441,641,464 
Ret. Ush Rekre.Hbrn Umum 
(URHU) 44,925,000 45,705,000 39,825,000 39,700,000 37,900,000 54,825,000 
Ret. Peny. Usaha Pariwisata 0 0 0 86,500,000 38,200,000 31,150,000 
Ret. Plynn Pncghn Bhy Kbkrn 0 0 0 0 11,025,000 6,940,000 
Ret. Ijin Ush Bid Js Konstruksi 0 0 0 0 130,250,000 161,500,000 


















TABEL 15. Rasio Pengumpulan Retribusi Kota Surakarta Tahun 2003-
2008     
        
Klasifikasi Jenis Retribusi 
Tahun 
Rerata 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Ret. Plynn Persmphn/Kbrshn 103.20 100.83 107.00 102.36 102.52 102.97 103.15 
Ret. JU. Pem. Kekayaan Dae 101.07 99.42 101.87 99.03 100.52 102.83 100.79 
Ret. Penyeberangan di Atas Air 101.52 112.50 0.00 0.00 0.00 0.00 35.67 
Ret. Plynn Kshtn Hewan & Ikan 0.00 75.99 106.67 96.43 82.98 101.08 77.19 
Ret. JU. Penj. Prod. Usaha Dae 151.00 182.72 118.77 110.57 104.81 114.30 130.36 
Ret. JU. Rmh Potong Hewan 100.85 104.47 93.23 100.05 100.03 101.86 100.08 
Ret. Tanda Daftar Perusahaan 0.00 100.02 97.57 178.43 86.32 92.17 92.42 
Ret. Tanda Daftar Gudang 0.00 104.50 66.50 172.92 74.44 45.46 77.30 
Ret. Ijin Usaha Industri 0.00 102.04 61.92 87.55 88.95 77.57 69.67 
Ret. Ijin Usaha Perdagangan 0.00 101.20 125.20 180.85 114.19 129.12 108.43 
Ret. Pasar 104.50 96.68 106.65 101.24 104.93 108.45 103.74 
Ret. PKL 100.20 100.29 100.13 100.07 0.00 0.00 66.78 
Ret. Plynn Kesehatan 97.25 134.87 138.15 127.92 109.78 160.50 128.08 
Ret. Penggantian Bea Cetak Peta 155.15 102.37 87.90 79.11 82.26 151.20 109.66 
Ret. IMB 100.04 102.24 106.38 88.64 88.24 140.54 104.35 
Ret. Pemeriks. Alt Pemdm Kebkrn 47.85 100.60 103.01 100.63 91.73 92.09 89.31 
Ret. Pengujian Kend. Bermotor 85.81 99.72 95.90 87.23 97.46 97.70 93.97 
Ret. Ijin Trayek 130.46 105.65 115.97 24.72 102.89 104.55 97.37 
Ret. Dispensasi mell Jln Kota 106.54 101.78 112.66 103.66 105.70 101.92 105.38 
Ret. Kend. Umum (sub terminal) 101.64 100.00 99.21 106.13 0.00 0.00 67.83 
Ret. Plynn Parkir Tepi Jl. Umum 99.63 100.48 100.07 90.00 100.56 100.36 98.52 
Ret. JU. Terminal 99.09 100.04 95.55 87.24 80.63 84.78 91.22 
Ret. Plynn Pemakaman 100.73 97.15 100.16 102.72 101.05 92.40 99.03 
Ret. Ijin Gangguan 96.60 70.00 121.92 121.98 82.20 80.52 95.54 
Ret. Ganti Bea Ctk KTP&Akte Capil 101.90 86.11 105.16 69.15 68.51 117.98 91.47 
Ret. JU.Penginapn/Villa 98.33 100.68 101.87 93.15 94.22 88.04 96.05 
Ret. JU. Tmpt Rekre. & O.R 107.83 113.95 98.10 98.73 104.86 137.49 110.16 
Ret. Ush Rekre.Hbrn Umum (URHU) 97.66 101.57 158.98 108.62 103.69 137.06 117.93 
Ret. Peny. Usaha Pariwisata 0.00 0.00 0.00 96.11 158.51 155.75 68.39 
Ret. Plynn Pncghn Bhy Kbkrn 0.00 0.00 0.00 0.00 265.66 0.00 44.28 
Ret. Ijin Ush Bid Js Konstruksi 0.00 0.00 0.00 0.00 173.67 215.33 64.83 

















TABEL 16. Pertumbuhan Retribusi Kota Surakarta Tahun 2004-2008    
       
Klasifikasi Jenis Retribusi 
Tahun 
Rerata 2004 2005 2006 2007 2008 
Ret. Plynn Persmphn/Kbrshn 15.36 12.20 24.53 1.31 16.07 13.89 
Ret. JU. Pem. Kekayaan Dae 1.73 -0.18 37.45 3.29 29.01 14.26 
Ret. Penyeberangan di Atas Air 10.82 100.00 0.00 0.00 0.00 -17.84 
Ret. Plynn Kshtn Hewan & Ikan 0.00 75.47 26.56 -1.65 6.58 21.39 
Ret. JU. Penj. Prod. Usaha Dae 8.91 8.34 17.42 52.97 -13.57 14.81 
Ret. JU. Rmh Potong Hewan 41.37 0.14 8.60 0.46 -11.19 7.88 
Ret. Tanda Daftar Perusahaan 0.00 -2.45 83.15 -21.97 20.15 15.78 
Ret. Tanda Daftar Gudang 0.00 -36.36 160.03 7.62 -15.32 23.19 
Ret. Ijin Usaha Industri 0.00 -39.31 41.39 4.72 -0.16 1.33 
Ret. Ijin Usaha Perdagangan 0.00 23.71 47.89 0.78 20.40 18.55 
Ret. Pasar -2.71 15.36 -1.52 12.98 6.73 6.17 
Ret. PKL 0.10 3.16 -0.06 -100.00 0.00 -19.36 
Ret. Plynn Kesehatan 49.94 12.67 -2.68 4.66 10.01 14.92 
Ret. Penggantian Bea Cetak Peta 53.95 -8.00 -29.16 3.98 83.81 20.92 
Ret. IMB 14.91 -10.77 -16.53 8.21 85.81 16.33 
Ret. Pemeriks. Alt Pemdm Kebkrn 71.68 -2.21 95.79 -13.57 8.53 32.04 
Ret. Pengujian Kend. Bermotor 2.65 -1.36 2.17 0.26 0.24 0.79 
Ret. Ijin Trayek 42.30 45.39 -1.32 380.57 1.61 93.71 
Ret. Dispensasi mell Jln Kota 0.40 34.92 37.14 7.26 -3.58 15.23 
Ret. Kend. Umum (sub terminal) 3.31 6.72 -11.95 -100.00 0.00 -20.38 
Ret. Plynn Parkir Tepi Jl. Umum -0.18 11.42 35.58 6.42 -0.20 10.61 
Ret. JU. Terminal 0.96 -1.35 -8.69 2.43 6.46 -0.04 
Ret. Plynn Pemakaman -3.56 3.10 4.94 1.82 -8.56 -0.45 
Ret. Ijin Gangguan -26.19 51.37 46.51 -14.80 0.61 11.50 
Ret. Ganti Bea Ctk KTP&Akte Capil -26.22 11.93 -33.30 -17.87 72.19 1.35 
Ret. JU.Penginapn/Villa 2.39 2.77 76.51 1.16 -6.56 15.25 
Ret. JU. Tmpt Rekre. & O.R 7.03 -13.20 -2.20 4.66 10.22 1.30 
Ret. Ush Rekre.Hbrn Umum 
(URHU) 1.74 -12.87 -0.31 -4.53 44.66 5.74 
Ret. Peny. Usaha Pariwisata 0.00 0.00 0.00 -55.84 -18.46 -14.86 
Ret. Plynn Pncghn Bhy Kbkrn 0.00 0.00 0.00 0.00 -37.05 -7.41 
Ret. Ijin Ush Bid Js Konstruksi 0.00 0.00 0.00 0.00 23.99 4.80 


















TABEL 17. Proporsi Retribusi terhadap Total Retribusi Kota Surakarta Tahun 2003-2008    
        
Klasifikasi Jenis Retribusi 
Tahun 
Rerata 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Ret. Plynn Persmphn/Kbrshn 6.81 7.36 7.74 9.22 8.89 8.75 8.13 
Ret. JU. Pem. Kekayaan Dae 10.37 9.88 9.25 12.17 11.96 13.09 11.12 
Ret. Penyeberangan di Atas Air 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 
Ret. Plynn Kshtn Hewan & Ikan 0.00 0.05 0.09 0.11 0.10 0.09 0.07 
Ret. JU. Penj. Prod. Usaha Dae 0.06 0.06 0.06 0.07 0.10 0.07 0.07 
Ret. JU. Rmh Potong Hewan 1.02 1.36 1.27 1.32 1.27 0.95 1.20 
Ret. Tanda Daftar Perusahaan 0.00 0.23 0.21 0.37 0.27 0.28 0.23 
Ret. Tanda Daftar Gudang 0.00 0.02 0.01 0.03 0.03 0.02 0.02 
Ret. Ijin Usaha Industri 0.00 0.23 0.13 0.18 0.18 0.15 0.15 
Ret. Ijin Usaha Perdagangan 0.00 0.58 0.68 0.96 0.92 0.94 0.68 
Ret. Pasar 31.27 28.49 30.84 29.05 31.23 28.27 29.86 
Ret. PKL 0.56 0.53 0.51 0.49 0.00 0.00 0.35 
Ret. Plynn Kesehatan 6.74 9.47 10.01 9.32 9.28 8.66 8.91 
Ret. Penggantian Bea Cetak Peta 1.74 2.52 2.17 1.47 1.46 2.27 1.94 
Ret. IMB 10.71 11.53 9.65 7.71 7.93 12.51 10.01 
Ret. Pemeriks. Alt Pemdm Kebkrn 0.09 0.15 0.14 0.25 0.21 0.19 0.17 
Ret. Pengujian Kend. Bermotor 3.71 3.57 3.31 3.23 3.08 2.62 3.25 
Ret. Ijin Trayek 0.07 0.10 0.13 0.13 0.58 0.50 0.25 
Ret. Dispensasi mell Jln Kota 1.01 0.95 1.20 1.57 1.60 1.31 1.27 
Ret. Kend. Umum (sub terminal) 0.71 0.69 0.69 0.58 0.00 0.00 0.44 
Ret. Plynn Parkir Tepi Jl. Umum 4.47 4.18 4.37 5.67 5.74 4.86 4.88 
Ret. JU. Terminal 12.44 11.77 10.89 9.51 9.27 8.37 10.37 
Ret. Plynn Pemakaman 0.32 0.29 0.28 0.28 0.27 0.21 0.27 
Ret. Ijin Gangguan 1.96 1.35 1.92 2.69 2.18 1.86 1.99 
Ret. Ganti Bea Ctk KTP&Akte Capil 4.06 2.81 2.95 1.88 1.47 2.15 2.55 
Ret. JU.Penginapn/Villa 0.09 0.09 0.09 0.15 0.14 0.11 0.11 
Ret. JU. Tmpt Rekre. & O.R 1.58 1.58 1.29 1.21 1.20 1.12 1.33 
Ret. Ush Rekre.Hbrn Umum (URHU) 0.17 0.16 0.13 0.13 0.11 0.14 0.14 
Ret. Peny. Usaha Pariwisata 0.00 0.00 0.00 0.27 0.11 0.08 0.08 
Ret. Plynn Pncghn Bhy Kbkrn 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.02 0.01 
Ret. Ijin Ush Bid Js Konstruksi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.41 0.13 



















Tabel 18. Matriks Potensi Retribusi Kota Surakarta    
      
Klasifikasi Jenis Retribusi Pertumb. Proporsi 
∆ret/∆total 
ret prop.ret/rrata Kategori 
Ret. Plynn Persmphn/Kbrshn 16.07 8.75 0.90 2.71 potensial 
Ret. JU. Pem. Kekayaan Dae 29.01 13.09 1.62 4.06 prima 
Ret. Penyeberangan di Atas Air 0.00 0.00 0.00 0.00 - 
Ret. Plynn Kshtn Hewan & Ikan 6.58 0.09 0.37 0.03 terbelakang 
Ret. JU. Penj. Prod. Usaha Dae -13.57 0.07 -0.76 0.02 terbelakang 
Ret. JU. Rmh Potong Hewan -11.19 0.95 -0.63 0.30 terbelakang 
Ret. Tanda Daftar Perusahaan 20.15 0.28 1.13 0.09 berkembang 
Ret. Tanda Daftar Gudang -15.32 0.02 -0.86 0.01 terbelakang 
Ret. Ijin Usaha Industri -0.16 0.15 -0.01 0.05 terbelakang 
Ret. Ijin Usaha Perdagangan 20.40 0.94 1.14 0.29 berkembang 
Ret. Pasar 6.73 28.27 0.38 8.76 potensial 
Ret. PKL 0.00 0.00 0.00 0.00 - 
Ret. Plynn Kesehatan 10.01 8.66 0.56 2.68 potensial 
Ret. Penggantian Bea Cetak Peta 83.81 2.27 4.69 0.70 berkembang 
Ret. IMB 85.81 12.51 4.80 3.88 prima 
Ret. Pemeriks. Alt Pemdm Kebkrn 8.53 0.19 0.48 0.06 terbelakang 
Ret. Pengujian Kend. Bermotor 0.24 2.62 0.01 0.81 terbelakang 
Ret. Ijin Trayek 1.61 0.50 0.09 0.15 terbelakang 
Ret. Dispensasi mell Jln Kota -3.58 1.31 -0.20 0.41 terbelakang 
Ret. Kend. Umum (sub terminal) 0.00 0.00 0.00 0.00 - 
Ret. Plynn Parkir Tepi Jl. Umum -0.20 4.86 -0.01 1.51 potensial 
Ret. JU. Terminal 6.46 8.37 0.36 2.59 potensial 
Ret. Plynn Pemakaman -8.56 0.21 -0.48 0.06 terbelakang 
Ret. Ijin Gangguan 0.61 1.86 0.03 0.58 terbelakang 
Ret. Ganti Bea Ctk KTP&Akte Capil 72.19 2.15 4.04 0.67 berkembang 
Ret. JU.Penginapn/Villa -6.56 0.11 -0.37 0.03 terbelakang 
Ret. JU. Tmpt Rekre. & O.R 10.22 1.12 0.57 0.35 terbelakang 
Ret. Ush Rekre.Hbrn Umum (URHU) 44.66 0.14 2.50 0.04 berkembang 
Ret. Peny. Usaha Pariwisata -18.46 0.08 -1.03 0.02 terbelakang 
Ret. Plynn Pncghn Bhy Kbkrn -37.05 0.02 -2.07 0.01 terbelakang 
Ret. Ijin Ush Bid Js Konstruksi 23.99 0.41 1.34 0.13 berkembang 
 17.88 3.23    
 
 
TABEL 19. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Surakarta   
      
Tahun PAD Bantuan+Sumb+Pinj 
Rs. 
Kemandirian Kemampuan Keu Pola Hub. 
2003 54,815,684,238 278,395,908,071 19.69 rendah sekali instruktif 
2004 59,782,969,233 270,954,634,268 22.06 rendah sekali instruktif 
2005 66,086,575,400 270,293,228,997 24.45 rendah sekali instruktif 
2006 78,637,865,549 393,999,669,133 19.96 rendah sekali instruktif 
2007 89,430,977,982 461,120,522,430 19.39 rendah sekali instruktif 
2008 102,929,501,970 586,857,168,548 17.54 rendah sekali instruktif 
Rerata 20.52 rendah sekali instruktif 
 
